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Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kabinet Kerja di bawah 
pimpinan Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla telah 
tiba di penghujung periode lima tahun masa pemerintahan. Untuk itu, saya selaku Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan dalam kurun waktu tahun 2016-2019 sangat bersyukur telah 
menyelesaikan amanah yang diberikan. Untuk itu perkenankan saya untuk menyampaikan 
memorandum akhir jabatan yang disusun sebagai informasi pelaksanaan tugas. 
Memorandum Akhir Jabatan ini memuat berbagai informasi yang meliputi filosofi dan latar 
belakang kebijakan, serta capaian-capaian penting yang telah dihasilkan. Dalam buku ini juga 
memuat berbagai praktik baik yang telah dilakukan, beserta catatan beberapa hal yang masih 
perlu disempurnakan dalam agenda pembangunan SDM yang berkeadilan, berkualitas, inklusif, 
dan berkesetaraan sebagaimana amanat Nawacita. 
Melalui buku ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi Menteri di kabinet yang akan 
datang yang mendapatkan amanah mencerdaskan kehidupan bangsa melalui agenda 
penguatan pendidikan dan pemajuan kebudayaan.
Selama kurun waktu 2016-2019, saya bersama-sama dengan seluruh pejabat dan staf di 
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah berusaha semaksimal mungkin 
untuk melaksanakan tugas sesuai dengan amanat yang diberikan dengan berkolaborasi 
bersama seluruh pemangku kepentingan. Oleh karena itu apa pun yang telah dihasilkan dalam 
pelaksanaan tugas tersebut merupakan keberhasilan bersama. 
Akhirnya, izinkan saya secara pribadi menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-
tingginya kepada para insan pendidikan dan kebudayaan di seluruh penjuru negeri. Kedepan, 
kita berharap dapat terwujud Generasi Emas 2045 yang unggul, cerdas, berkarakter, dan 
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Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 telah menetapkan sembilan 
agenda prioritas, yang dikenal sebagai “Nawa Cita”, yaitu:  1) menghadirkan kembali negara untuk 
melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara; 2) membuat 
pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, 
dan terpercaya; 3) membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa 
dalam kerangka negara kesatuan;  4) memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem 
dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya; 5) meningkatkan kualitas 
hidup manusia Indonesia; 6) meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional 
sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya; 7) mewujudkan 
kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik; 8) melakukan 
revolusi karakter bangsa; serta 9) memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sebagai kementerian yang membidangi 
bidang pendidikan dan kebudayaan mempunyai peran strategis dalam mendukung terwujudnya Nawa 
Cita tersebut, yaitu dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan 
terpecaya; membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam 
kerangka negara kesatuan; meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melakukan revolusi karakter 
bangsa, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, dan memperteguh 
kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Mengacu kepada Nawa Cita melalui Rencana 
Strategis Kementerian, Kemendikbud menetapkan bahwa visi Kemendikbud 2015-2019 adalah: 
“Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan 
Gotong Royong”. 
Untuk memastikan berhasilnya agenda prioritas pendidikan dan terwujdunya visi Kemendikbud, pada 27 
Juli 2016 Presiden Joko Widodo melantik Muhadjir Effendy menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
Pada saat serah terima, Mendikbud Muhadjir Effendy berkomitmen untuk meneruskan praktik baik yang 
sudah dimulai pada masa Mendikbud Anies Baswedan dan akan melakukan percepatan pelaksanaan 
program terutama program-program prioritas yang diamanahkan Presiden Joko Widodo. Selama 
periode 2016-2019, telah banyak berbagai terobosan yang dilakukan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy, 
di antaranya: 
1. Percepatan Distribusi Kartu Indonesia Pintar melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Sebanyak 18,69 
juta siswa telah mendapat manfaat program ini. 
2. Revitalisasi Pendidikan Vokasi. Melalui terbitnya Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang 
Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM 
Indonesia. 
3. Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sebagai bagian dari implementasi Gerakan Nasional Revolusi 




4. Pemajuan Kebudayaan yang mempertegas posisi kebudayaan nasional sebagai ruh pembangunan 
pendidikan nasional. Melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. 
5. Zonasi Pendidikan. Dengan adanya sistem zonasi pendidikan, pendidikan yang berkualitas tidak 
hanya bisa didapatkan di kota-kota besar, tetapi juga di daerah, bahkan di wilayah terdepan, terluar, 
dan tertinggal (3T).
6. Percepatan pembangunan pendidikan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat sebagai amanat 
dari Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di 
Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
7. Program Digitalisasi Sekolah khususnya di daerah 3T. Program ini diharapkan mempermudah proses 
belajar mengajar dan sebagai implementasi dari new learning, yang disiapkan untuk menghadapi 
Revolusi Industri 4.0. 
8. Pengembangan implementasi reformasi birokrasi internal dan zona integritas. Sebanyak 33 satuan 
kerja telah lulus desk evaluasi Zona Integritas Menpan RB, dan selama lima tahun berturut-turut 
meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
9. Penguatan pembelajaran berbasis TIK melalui portal Rumah Belajar sebagai sarana pembelajaran 
abad 21 bagi pendidik dan peserta didik. 
10. Pengutamaan penggunaan Bahasa Indonesia, melaui terbitnya Peraturan Presiden RI Nomor 63 
Tahun 2019 tentang Pengunaan Bahasa Indonesia. Pengunaan Bahasa Indonesia diperkuat bukan 
hanya di ruang publik dalam negeri tetapi juga pidato resmi di luar negeri dan forum yang bersifat 
internasional di Indonesia.
Selain terobosan di atas, berbagai kebijakan di era kepemimpinan sebelumnya terus dilanjutkan dan 
ditingkatkan oleh Mendikbud Muhadjir Effendy diantaranya pelaksanaan UNBK, Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah bekerjasama dengan TNI AD, penguatan peran tripusat pendidikan (sekolah, 
orang tua, masyarakat), integrasi Data Pokok Pendidikan, Kebudayaan, PAUD, dan Bahasa, serta Neraca 
Pendidikan Daerah (NPD).
Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja kementerian, Mendikbud Muhadjir Effendy 
telah melakukan restrukturisasi Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Kemendikbud melalui Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2018 tentang OTK Kemendikbud. Pusat Kurikulum dan Perbukuan 
direstrukturisasi sesuai fokus tugas dan fungsinya menjadi Pusat Kurikulum dan Pembelajaran dan Pusat 
Perbukuan. Pusat Perbukuan kemudian digabungkan ke dalam Badan Pengembangan Bahasa dan 
Perbukuan.
Berbagai capaian kebijakan tersebut dilaksanakan melalui kolaborasi dan pelibatan publik dalam 
mendorong keterlibatan aktif tripusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berbagai 
kebijakan prioritas tersebut semata-mata dalam rangka menyiapkan SDM unggul yaitu Generasi Emas 
2045 yang bertepatan dengan 100 tahun Indonesia merdeka.
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“Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia 
dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju”.
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla terus berikhtiar melakukan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul 
yang dimulai dari pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan masyarakat, serta kebudayaan. Amanah besar itu dilaksanakan melalui sebuah 
visi Kemendikbud 2015-2019, yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan 
Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. 
Dalam mewujudkan visi tersebut, Kemendikbud mendorong sebuah reformasi paradigma 
pendidikan yang adaptif dengan perkembangan zaman melalui sistem zonasi. Dengan 2.580 
zona pendidikan yang telah diidentifikasi, diharapkan menjadi langkah awal untuk pemerataan 
pendidikan yang adil dan berkualitas. Kebijakan zonasi bukan berhenti pada PPDB saja, 
melainkan meliputi penataan dan pemerataan guru, pemerataan infrastruktur, berbagi sumber 
daya, pengintegrasian pendidikan formal dan non formal, serta penataan ekosistem pendidikan. 
Dengan adanya sistem zonasi, pendidikan yang berkualitas tidak hanya bisa didapatkan di kota-
kota besar, tetapi juga di daerah, bahkan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).
Sejalan dengan hal tersebut, Kemendikbud terus meningkatkan Pemerataan Akses Pendidikan, 
melalui Bantuan Operasional Sekolah dan percepatan distribusi Kartu Indonesia Pintar untuk 
mencapai Wajib Belajar 12 Tahun. Program ini sebagai upaya meningkatkan angka partisipasi 
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pendidikan anak pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, meningkatkan angka keberlanjutan 
pendidikan, serta meningkatkan kesiapan siswa pendidikan menengah untuk melanjutkan ke jenjang 
pendidikan tinggi atau memasuki pasar kerja.
Dalam meningkatkan kualitas SDM Indonesia, guru merupakan faktor kunci mutu pendidikan dan 
kemajuan sebuah pendidikan yang harus dikuatkan. Kualitas guru dan tenaga kependidikan dalam 
mendukung iklim pembelajaran yang kondusif dan menyenangkan mutlak dibutuhkan. Kemendikbud 
terus meningkatkan profesionalisme guru melalui berbagai kebijakan, guru didorong sebagai pendidik 
profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 
mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan 
pendidikan menengah. Selain itu, berbagai kebijakan tentang pemenuhan beban kerja kepala sekolah 
dan beban kerja pengawas sekolah digulirkan dalam mendukung kualitas Pendidikan.
Untuk dapat mengetahui sejauh mana tujuan pendidikan tercapai, tentunya dibutuhkan sebuah penilaian 
pendidikan. Sistem penilaian merupakan salah satu faktor penting untuk menunjang pendidikan yang 
lebih sehat sehingga terwujud Tujuan Nasional Pendidikan yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan 
mengembangkan manusia Indoensia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan 
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan 
dan kebangsaan. 
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Mewujudkan pembelajaran yang 
inovatif, kreatif dan menyenangkan
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Zonasi Pendidikan untuk 
Percepatan Pemerataan 
Pendidikan yang Adil 
dan Berkualitas
Tahun 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) 
mengembangkan laman zonasi pendidikan di semua daerah se-Indonesia 
yang terintegrasi dalam sistem yang dapat diakses bersama, yakni zonasi. 
kemendikbud.go.id. 
Awalnya, zonasi pendidikan yang dirintis tahun 2016 merupakan bagian 
proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). PPDB berbasis 
zonasi ini memiliki tujuan, di antaranya, mendekatkan peserta didik dengan 
lingkungan sekolah; meningkatkan keragaman peserta didik di suatu 
sekolah; menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi di sekolah negeri; 
meningkatkan akses layanan pendidikan pada kelompok rentan; dan 
mendorong kreativitas pendidik di kelas yang lebih heterogen.
“Pendekatan zonasi tidak hanya digunakan untuk PPDB 
saja, tetapi  untuk membenahi berbagai standar nasional 
pendidikan. Mulai dari kurikulum, sebaran guru, sebaran 
peserta didik, dan  kualitas sarana prasarana. Semua itu 
akan ditangani berbasis zonasi”.
 (Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Capaian
Inovasi




Pemerintah menggulirkan Program Indonesia 
Pintar (PIP) sejak awal pemerintahan Presiden 
Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. 
Pelaksanaan PIP mengacu pada Instruksi Presiden 
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan 
Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program 
Indonesia Pintar, dan Program Indonesia 
Sehat untuk membangun keluarga produktif. 
Tujuan PIP untuk meningkatkan akses bagi 
anak usia 6 sampai dengan 21 tahun agar 
mendapatkan layanan  pendidikan sampai tamat 
di satuan pendidikan menengah, sekaligus 
untuk mencegah siswa dari kemungkinan putus 
sekolah (drop out). 
PIP dapat dimanfaatkan untuk membeli buku dan 
alat tulis, membeli seragam dan perlengkapan 
sekolah, membiayai transportasi ke sekolah, uang 
saku peserta didik, biaya kursus bagi peserta didik 
pendidikan formal, dan biaya praktik tambahan. 
PIP tidak diperkenankan untuk tujuan yang tidak 
berhubungan dengan kegiatan pendidikan
“Program Indonesia Pintar (PIP) penting untuk mencegah 
generasi putus sekolah. Melalui PIP ini kita ingin memutus 
kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak Indonesia. 
Tidak ada lagi alasan anak Indonesia untuk tidak sekolah. Saya 
mengajak semua pihak untuk ikut mendorong agar Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) betul- betul sampai ke tangan siswa 
yang berhak”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Capaian
Inovasi
*Untuk 2019, data diambil per Oktober 2019 dan penyaluran masih berlangsung
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Program Indonesia Pintar sebagai upaya memutus 
kesenjangan akses pendidikan bagi anak-anak 
Indonesia
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Meluaskan Akses, 
Meningkatkan Mutu
Sejak  bulan Juli tahun 2005, program Bantuan 
Operasional Sekolah (BOS) sudah dimulai. 
Karena itu, perjalanan program ini sudah lama 
berlangsung.  Sebelumnya, ada program Jaring 
Pengaman Sosial (JPS) Bidang Pendidikan yang 
diluncurkan pemerintah untuk menanggulangi 
dampak krisis moneter berkepanjangan. JPS 
Pendidikan berlangsung dari tahun 1998-2003.
JPS Pendidikan dalam bentuk beasiswa  dan 
Dana  Bantuan  Operasional  (DBO) ke sekolah-
sekolah. Tak kurang dari Rp5 triliun anggaran 
pemerintah diperuntukkan untuk bantuan 
beasiswa dan DBO.
“Bantuan Operasional Sekolah memberikan kesempatan yang 
setara bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu 
untuk mendapatkan layanan pendidikan yang terjangkau 
dan bermutu. Dengan demikian,  diharapkan meningkatkan 
kualitas proses pembelajaran di sekolah”.
 (Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Capaian
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Inovasi
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Memuliakan guru sebagai garda 
terdepan mencerdaskan kehidupan 
bangsa




UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memuat 
ketentuan pembagian tugas konkuren antara pemerintah pusat dengan 
pemerintahan daerah tentang tata kelola karier pendidik dan tenaga 
kependidikan. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) memiliki kewenangan untuk mengendalikan formasi, 
pemindahan, dan pembinaan.  Perhitungan kebutuhan guru menjadi 
perangkat yang dipakai untuk menjalankan amanat UU tersebut.
“Guru adalah pembangkit inspirasi, 
memberikan ilmu kepada kita, membimbing 
anak-anak kita, membimbing kita semuanya 
agar kita bisa meningkatkan kualitas sumber 
daya yang ada”.
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
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Diekuivalensi dengan paling banyak 6 (enam) jam tatap muka bagi Guru mata pelajaran atau membimbing paling 
banyak 40 (empat puluh) peserta didik bagi Guru BK atau Guru TIK untuk pemenuhan beban kerja dalam melaksanakan 
pembelajaran atau bimbingan.





5. Melaksanakan tugas tambahan
Permendikbud RI Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Pemenuhan 
Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah Dan Pengawas Sekolah
Arah dan Semangat Kebijakan
Guru dapat memenuhi beban kerja sesuai dengan standar Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu 40 jam seminggu dengan 
cara:
• Guru tidak hanya terbatas pada proses pendidikan dalam kelas atau tatap muka. Tetapi, guru dapat juga 
mengembangkan karakter peserta didik yang bisa diisi dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan 
ekstrakurikuler di dalam proses belajar-mengajar di sekolah. Semua kegiatan tersebut dapat dihitung sebagai 
beban kerja guru sehingga bisa cukup syarat untuk mendapatkan tunjangan profesi.
• Guru dapat diberi tugas sebagai kepala satuan pendidikan dan tugas tambahan lainnya.
• Guru dapat diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan.
Pemenuhan Beban Kerja Guru
Pemenuhan Beban Kerja Kepala Sekolah
• Melaksanakan tugas manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi, kepada Guru dan Tenaga 
Kependidikan.
• Melakukan perhitungan jumlah Guru.
• Apabila setelah dilakukan perhitungan jumlah Guru berdasarkan ketentuan rombongan belajar masih terdapat 
Guru yang tidak dapat memenuhi beban kerja, maka Kepala Sekolah/Madrasah wajib melaporkan kepada Dinas 
atau Kantor Kemenag sesuai kewenangannya.
• Dinas atau Kantor Kemenag yang telah menerima laporan dari Kepala Sekolah/Madrasah wajib melakukan 
penataan dan pemerataan Guru sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemenuhan Beban Kerja Pengawas Sekolah
Ekuivalen dengan pelaksanaan pembelajaran atau pembimbingan dan merupakan bagian dari pemenuhan beban 
kerja selama 40 jam dalam 1 (satu) minggu pada Satuan Administrasi Pangkalan (Satminkal) termasuk waktu 
istirahat 2,5 (dua koma lima) jam.
• Melaksanakan tugas pengawasan, dan pelatihan profesional GTK.
• Merencanakan, mengevaluasi, dan melaporkan hasil pelaksanaan pembinaan, pemantauan, penilaian, dan 
pembimbingan terhadap Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan tenaga kependidikan lainnya di Sekolah/
Madrasah binaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.
• Dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
B. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan beban kerja guru
A. Pelaksanaan tugas Pokok 5M
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Inovasi
Capaian
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Menuntaskan Sertifikasi 
Guru dan Meningkatkan 
Kesejahteraan Guru
Sertifikasi guru merupakan salah satu 
implementasi UU RI Nomor 14 Tahun 2005 
tentang Guru dan Dosen. Sertifikat guru menjadi 
bukti formal pengakuan pemerintah kepada guru 
profesional yang memenuhi standar kualifikasi 
akademik dan kompetensi. Menurut  ketentuan 
pada bagian Penutup UU Guru dan Dosen, 
semua guru harus sudah memiliki kualifikasi 
akademik dan sertifikat pendidik paling lama 10 
tahun sejak berlakunya UU Guru dan Dosen, atau 
maksimal tahun 2015.
Ketentuan baru pelaksanaan sertifikasi guru 
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2017 tentang Perubahan atas PP Nomor 
74 Tahun 2008 tentang Guru. Pasal 66 PP Guru 
menegaskan “Bagi guru dalam jabatan yang 
diangkat sampai dengan akhir tahun  2015 dan 
sudah memiliki kualifikasi akademik S-l/ D-IV 
tetapi belum memperoleh sertifikat pendidik 
dapat memperoleh sertifikat pendidik melalui 
Pendidikan Profesi Guru”.
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, 
guru mendapat jaminan dari Undang-Undang 
Guru dan Dosen atas sejumlah hak, di antaranya, 
hak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan 
hidup minimum dan jaminan kesejahteraan 
sosial; serta hak memperoleh perlindungan 
dalam melaksanakan tugas dan hak atas 
kekayaan intelektual (Pasal 14 UU Guru dan 
Dosen). Jaminan kesejahteraan bagi guru itu 
berupa gaji pokok, tunjangan yang melekat pada 
gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan 
profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, 
dan maslahat tambahan terkait dengan tugasnya 
sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip 
penghargaan atas dasar prestasi.
“Saya ingin menyelesaikan persoalan yang berkaitan 
dengan inpassing dan sertifikasi”.
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
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Capaian Sertifikasi Guru
Inovasi
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Capaian Tunjangan Guru
Inovasi




Peningkatan kualifikasi akademik guru melalui pemberian bantuan biaya 
peningkatan kualifikasi akademik bagi guru bertujuan untuk memotivasi 
guru menyelesaikan studi sampai memperoleh ijazah S-1/D-IV. Guru 
yang belum memiliki kualifikasi akademik S-1/D-IV wajib ditingkatkan 
kualifikasi akademiknya supaya sesuai dengan yang diamanatkan UU No. 
14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 9 yang menyatakan 
bahwa kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud untuk guru diperoleh 
melalui pendidikan tinggi program S-1/D-IV.
“Guru tidak boleh berhenti untuk belajar, harus terus 
menerus belajar. Kalau tidak bisa nanti disalip oleh anak 
didik kita yang sekarang keingintahuan peserta didik 
semakin tinggi sekali“.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Capaian
Inovasi




Kebijakan zonasi pendidikan yang diterapkan mulai tahun 2017 juga diiimplementasikan 
dalam pengembangan keprofesian bagi guru-guru, yakni melalui program Peningkatan 
Kompetensi Pembelajaran (PKP). PKP menjadi langkah terobosan Kemendikbud untuk 
melengkapi kegiatan pengembangan keprofesian guru di masa sebelumnya, yakni 
melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) dan Guru Pembelajar.
PKP bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran yang diharapkan bermuara pada 
peningkatan kualitas siswa. Pola pelatihan berbasis zonasi melalui pemberdayaan 
kelompok kerja guru dan tenaga kependidikan ini berbeda dengan pelatihan guru 
di masa lalu yang dilaksanakan di kota tertentu atau pelatihan per wilayah regional. 
Artinya, meski mengikuti PKP, guru-guru tidak perlu meninggalkan sekolah sehingga 
tetap dapat mengajar selama mengikuti PKP. 
“Seorang guru atau tenaga pendidik merupakan profesi 
dengan tanggung jawab besar. Mereka menjadi tulang 
punggung keberlangsungan generasi penerus bangsa. 
Berkaca dari hal itu, menjadi penting untuk terus 
mendongkrak kompetensi mereka. Dengan kompetensi tinggi 
yang dimiliki guru diharapkan kompetensi peserta didik kian 
terasah”. 
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Capaian
Inovasi
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Kemendikbud telah melakukan beberapa program dalam meningkatkan kompetensi, kesejahteraan 
perlindungan guru, salah satunya dengan melaksanakan program Guru dan Tenaga Kependidikan 
Berprestasi yang menjadi salah satu bentuk penghargaan bagi guru – guru yang kreatif dan inovatif. Selain 
itu, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 10 
Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan memberikan payung hukum 
bagi perlindungan profesi guru dan tenaga kependidikan. Kemendikbud juga menerbitkan Permendikbud 
Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 
46 Tahun 2016 tentang Penataan Linieritas Guru Bersertifikat Pendidik sebagai kebijakan Muhadjir Efendy 
yang memberikan guru dapat melakukan multi subject dan multi grade teaching. Semoga dengan terus 
meningkatnya kualitas guru dan tenaga kependidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia.
Guru hadir sebagai pendidik dan figur 
teladan tentang ketangguhan, optimisme 
dan kebahagiaan.




Sarana dan prasarana (sarpras) pendidikan 
merupakan komponen penting dalam upaya 
menunjang peningkatan akses dan mutu 
pendidikan. Komponen sarpras pendidikan 
yang diperlukan, setidaknya ada ketersediaan 
lahan untuk pembanguan Unit Sekolah Baru 
(USB), Ruang Kelas Baru (RKB), perpustakaan, 
laboratorium, dan juga peralatan penunjang 
yang mendukung ruang laboratorium.
Pembangunan sarpras mengacu pada data 
kebutuhan yang terekam dalam Data Pokok 
Pendidikan (Dapodik). Sarpras yang sudah 
dibangun sepanjang kurun tahun 2015- 2019, 
meliputi USB, RKB, perpustakaan, laboratorium , 
dan ruang praktik.
“Kesulitan akses transportasi dan area pegunungan menjadi 
kendala pembangunan sarana pendidikan di daerah Terdepan, 
Terluar, dan Tertinggal (3T). Seperti di Papua, antara distrik 
satu dan distrik lain, serta antarkabupaten, semua itu tidak 
bisa dijangkau lewat darat. Misalnya, di Pegunungan Bintang, 
ada 34 distrik, yang dapat dilalui dengan sarana transportasi 
darat hanya 5 distrik, sementara sisanya dengan naik 
pesawat”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Capaian
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Inovasi
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Penilaian
Pendidikan
Ujian Nasional dilaksanakan untuk mengukur 
kompetensi siswa dan menjadi salah satu dasar 
untuk seleksi ke jenjang pendidikan yang lebih 
tinggi. Selain itu UN juga digunakan untuk 
melakukan pemetaan capaian pendidikan secara 
nasional.
Sejak tahun 2015, selain mengukur pencapaian 
akademik, UN juga digunakan untuk  mengetahui 
tingkat   kejujuran ujian dengan hasil Indeks IIUN 
(Indeks Integritas Ujian Nasional) untuk setiap 
sekolah.  Kemendikbud juga telah mengeluarkan 
Permendikbud Nomor 3 Tahun 2017 yang 
menyatakan bahwa pelaksanaan UN dilakukan 
melalui UNBK
“Ujian Nasional penting karena sebagai salah satu cara mengukur mutu 
pendidikan nasional”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
Capaian
Jumlah  peserta  Ujian  
Nasional dari  tahun ke tahun 
terus meningkat
Jumlah sekolah yang 
mengadakan UNBK juga 
semakin meningkat.
Peningkatan paling masif 
terjadi pada pelaksanaan UN 
2017. Terjadi peningkatan 37% 
dari tahun 2016 atau total 
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Milestone Asesmen Kompetensi Siswa Indonesia (AKSI)
Program Penilaian untuk mangukur Kompetensi Siswa dalam 
berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah matematika, 
pemahaman pembaca, serta sains.
AKSI dikembangkan sebagai penilaian progresif yang 
memotret perkembangan kompetensi siswa dari Kelas 2, 4, 
6, 8, dan 10.
AKSI Survei dilaksanakan secara terpusat untuk mendapatkan 
peta capaian kompetensi, sedangkan AKSI Sekolah dilakukan 
mandiri oleh guru sebagai pengayaan penilaian formatif dan 
self-diagnosis terhadap standar kompetensi nasional.
Pengembangan soal AKSI berbasis teknologi sehingga 
memuat simulasi percobaan, hyperlink, animasi, serta 




AKSI Survei Kelas 4 
ada 2.010 SD di 236 
kabupaten berbasis 
kertas.
Piloting AKSI berbasis 
komputer, Kelas 8 di 2 
provinsi, yaitu DKI Jakarta
dan DI Yogyakarta
AKSI Sekolah Kelas 8 
dan AKSI Bahasa Kelas 
10.
AKSI Survei Kelas 8 
ada 1.925 SMP di 407 
kabupaten berbasis 
komputer.
2016 2017 2018 2019
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Membiasakan menjaga 
kebersihan lingkungan sejak 
dini





Salah satu tujuan strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sesuai dengan visi 
misi Kemendikbud 2015-2019 adalah meningkatkan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi 
pada pembentukan karakter. Tujuan strategis ini merupakan wujud implementasi program prioritas 
Nawacita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yakni “Melakukan revolusi karakter 
bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan nasional dengan mengedepankan 
aspek Pendidikan Kewarganegaraan yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti 
pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta Tanah Air, semangat bela 
negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.”
Terbentuknya karakter bangsa yang kuat tidak terlepas dari keberadaan individu yang memiliki karakter 
serta cara berpikir dan berperilaku dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemendikbud 
memiliki amanah besar untuk turut melahirkan individu berkarakter bangsa yang kuat, yakni melalui 
kebijakan pendidikan dan kebudayaan di semua jenjang Pendidikan.
Melalui seluruh satuan kerja Kemendikbud, berbagai program dan kegiatan terkait pembelajaran 
bermutu untuk mewujudkan revolusi karakter bangsa, sepanjang tahun 2015-2019 ada sejumlah isu 
penting sebagai komponen penopang terwujudnya misi meningkatkan pembelajaran bermutu, yakni 
meliputi Penguatan Pendidikan Karakter; Kemendikbud juga menggandeng BPIP mendorong dalam 
menanamkan Nilai Pancasila; Gerakan Literasi; Pelibatan Keluarga dalam Pendidikan.
“Perubahan zaman dan teknologi yang begitu cepat menuntut dunia 
pendidikan untuk beradaptasi. Tujuan pendidikan nasional tidak 
lagi mencetak siswa yang berpengetahuan, tetapi juga siswa yang 
berketerampilan, memiliki skill, dan berkarakter”.
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)




Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan kebijakan prioritas pemerintah melalui 
agenda Nawacita dan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang ditindaklanjuti 
dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan 
Karakter dan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan 
Karakter pada Satuan Pendidikan Formal. Kebijakan tersebut mendorong peran tripusat 
pendidikan, yaitu Sekolah, Keluarga, dan Masyarakat untuk menumbuhkan nilai-nilai 
utama PPK, yaitu religiositas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. 
PPK diimplementasikan dalam rangka mewujudkan Generasi Emas 2045 yang cerdas, 
berkarakter, berdaya saing, dan dijiwai oleh Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka 
Tunggal Ika.
“Pembangunan karakter bangsa, budi pekerti, sopan santun, nilai-nilai 
etika, agama, ke depan harus menjadi perhatian dunia pendidikan kita 
dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang memiliki 
karakter dan kualitas yang baik”.
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
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Capaian
Inovasi
Tentara Nasional Indonesia (TNI) 
untuk implementasi PPK di daerah 
3T dan Penguatan Nasionalisme 
pada kegiatan Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah (MPLS).
Legiun Veteran Republik Indonesia 
(LVRI) untuk Penguatan Nilai-nilai 
Kejuangan dan Nasionalisme.
Dewan Ketahanan Nasional untuk 
Program Bela Negara.
Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme (BNPT) untuk pencegahan 
radikalisme di sekolah.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemenristekdikti, Kemenag, Kemendagri 
tentang Pendidikan Karakter dan Budaya Antikorupsi.
Badan Narkotika Nasional untuk 
program P4GN di sekolah.
Komunitas seni dan budaya, pegiat 
pendidikan dan kebudayaan, komunitas 
keagamaan, serta perguruan tinggi.
Wahana Visi Indonesia 
(WVI) untuk implementasi 
Pendidikan Karakter 






Melakukan kerja sama dan pelibatan publik dengan berbagai pemangku kepentingan 
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Setelah Perpres No. 87 T ahun 2017
Sebelum Perpres
Pertumbuhan Gerakan Penguatan 
Pendidikan Karakter pada Satuan 
2015-2019
Pertumbuhan implementasi PPK melalui pelatihan, 
-
loka, sarasehan, Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD), 
pengimbasan, konsultasi, pendampingan, dan lain-lain di 
34 Provinsi:




Sasaran PPK Jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB: 
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota, Kepala Sekolah, 
*2015 Kebijakan Penumbuhan Budi Pekerti
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Kemendikbud Menggandeng 
BPIP Mendorong Penanaman 
Nilai Pancasila
10 Juli 2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) bersama Badan Pembinaan Ideologi 
Pancasila (BPIP), Kementerian Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko 
PMK), dan Kementerian Agama (Kemenag) bersama – 
sama meluncurkan Program Penanaman Nilai Pancasila 
Sebagai Wahana Pembangunan Watak Bangsa (Nation 
and Character Building) dalam rangka revitalisasi 
pendidikan Pancasila sebagai tindak lanjut arahan 
Presiden mengenai pentingnya Pendidikan Pancasila 
yang tidak hanya hanya memberikan pengetahuan, 
tetapi membentuk karakter dan kepribadian Pancasilais
Program Penanaman Nilai Pancasila difokuskan untuk 
mendorong perubahan dalam strategi pembelajaran, 
kurikulum inti (core) dan urutan (sequence), serta 
pendekatan pendidikan Pancasila. Khususnya, dalam 
memperbaiki proses belajar mengajar agar tidak terlalu 
berfokus pada aspek pengetahuan.  Sehingga siswa 
tidak menjadi obyek, tetapi pelaku utama dalam proses 
penanaman nilai Pancasila. 
Kemendikbud telah menyiapkan buku Penguatan 
Pembelajaran Nilai dan Moral Pancasila. Buku 
panduan bagi guru ini berisi arah, tujuan, prosedur, 
dan indikator keberhasilan penguatan pembelajaran 
nilai dan moral Pancasila. Muatan nilai dan moral 
Pancasila akan diinternalisasikan melalui berbagai 
aktivitas pembelajaran, baik secara langsung maupun 
tidak langsung. Proses internalisasi tersebut dilakukan 
dalam kegiatan intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan 
kokurikuler. Aktualisasi nilai moral Pancasila berupa 
program terstruktur, pembiasaan, keteladanan, 
dan pengkondisian ekosistem sekolah. Mendatang, 
penanaman nilai-nilai Pancasila diharapkan lebih fokus 
kepada pembentukan karakter generasi penerus.
“Dan yang menjadi pemandu bagi persatuan itu adalah Pancasila, 
ideologi bangsa kita”.
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
35Memorandum Akhir Jabatan Mendikbud 2016-2019
Pesan utama dalam peluncuran program:
• Pendidikan Pancasila ditekankan pada penanaman nilai dan fokus pendidikan karakter.
• Pendidikan Pancasila akan ditekankan pada penanaman nilai ke arah pembentukan sikap atau 
karakter insan pancasilais.
• Nilai Pancasila seharusnya tidak berhenti di nilai pengetahuan pada ruang kelas, Pembelajaran Nilai 
Pancasila harus melampaui mapel, kelas bahkan sekolah.
• Guru harus jadi vocal point di dalam pelaksanaan penanaman nilai Pancasila di lingkungan sekolah. 
Tak sedekar milik guru PPKn tapi semua pendidik memiliki tanggung jawab moral untuk melaksanakan 
pendidikan moral
Capaian
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Menumbuhkan cinta lingkungan sebagai upaya 
Penguatan Pendidikan Karakter
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Membiasakan gerakan literasi di sekolah
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Gerakan Literasi 
Nasional
Gerakan Literasi Nasional dilaksanakan antara 
lain dengan program penyediaan buku bermutu 
bagi peserta didik. Program ini mendukung 
gerakan membaca lima belas menit sebelum 
belajar di sekolah dan berbagai kegiatan literasi 
lain untuk mengembangkan kemampuan literasi 
siswa dan mayarakat Indonesia. Kemendikbud 
juga berikhtiar menyusun bahan bacaan literasi 
yang sesuai dengan konteks sosiokultural 
anak-anak Indonesia. Gerakan literasi ini juga 
merambat ke masyarakat, sekolah dan keluarga. 
Gerakan Literasi Masyarakat (GLM) bertujuan 
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 
literat, yaitu masyarakat yang memahami literasi 
secara utuh sehingga ia menjadi pembelajar 
sepanjang hayat memiliki kesadaran untuk terus 
belajar demi menguasai kecakapan hidup yang 
dapat mereka gunakan untuk meningkatkan 
kualitas hidup.
“Gerakan Literasi Nasional dimaksudkan agar menjadi landasan utama 
mewujudkan Indonesia yang maju. Ciri-ciri bangsa yang maju adalah 
bangsa yang sangat kokoh dalam membangun tradisi literasinya”.
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Inovasi
Pada 2019, mekanisme penyediaan buku 
bacaan dilakukan dengan seleksi penulis dan 
mengadakan riset di kelas usia dini dan kelas 
awal, agar  penulis dapat memahami psikologi 
anak pada jenjang dini dan awal tersebut yang 
sedianya menjadi tolok ukur keberhasilan 
literasi baca- tulis.
Kegiatan pengalihwahanaan  media baca, dari 
berbasis kertas ke bentuk digital. Buku-buku 
tidak hanya tersedia dalam bentuk cetak, tetapi 
juga dalam bentuk pdf yang dapat diunduh 
di laman Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan.
Saat ini bahan bacaan juga sedang dikembangkan 
dalam bentuk aplikasi Android.
Capaian
2019
Tersedianya 165 buku 
bacaan yang bertema cerita 
rakyat (folklore) dari seluruh 
Indonesia untuk jenjang SD 
kelas 4—6, SMP, dan SMA.
2018
Tersedianya 137 buku bacaan yang bertema 
cerita rakyat, kuliner, arsitektur, 
transportasi,lanskap perubahan perdesaan 
dan perkotaan, bahasa, dan tokoh Indonesia 
untuk jenjang SD kelas 4—6, SMP, dan SMA.
2017
Tersedianya 189 buku bacaan yang bertema anak 
Indonesia, kuliner, arsitektur, transportasi,lanskap 
perubahan perdesaan dan perkotaan, bahasa, dan 
tokoh Indonesia untuk jenjang SD kelas 4—6, 
SMP, dan SMA.
2016
Tersedianya 170 buku  bacaan yang bertema sanitasi dan 
kesehatan lingkungan, arsitektur tradisional, bahasa dan sastra, 
lanskap perubahan perdesaan dan perkotaan, aktivitas ekonomi 
kreatif, diverifikasi pangan dan tradisi kuliner, toleransi dan 
kebinekaan, kebencanaan, kesenian, kecakapan hidup, 
antikorupsi, dan kemaritiman untuk jenjang kelas awal/PAUD.
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Pelibatan Keluarga 
dalam Pendidikan
Pendidikan keluarga merupakan pendidikan pertama dan 
utama bagi tumbuh kembangnya karakter dan budaya 
berprestasi anak, dengan mengedepankan muatan positif. 
Implementasi program Pendidikan Keluarga tertuang di dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
Indonesia Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pelibatan Keluarga 
pada Penyelenggaraan Pendidikan.
“Melalui keluarga, kita membentuk dasar-dasar karakter manusia, 
terutama karakter dan kepribadian anak-anak kita, generasi penerus 
bangsa, dan penerima estafet kepemimpinan bangsa”.
(Joko Widodo, Presiden Indonesia)
• Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan 
memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.
• Orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan 
pendidikan dasar kepada anaknya.
UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
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Permendikbud Nomor 30 Tahun 2017
• Pelibatan Keluarga adalah 
proses dan/atau cara keluarga 
untuk berperan serta dalam 
penyelenggaraan pendidikan guna 
mencapai tujuan pendidikan nasional.
• Pelibatan Keluarga pada 
Penyelenggaraan Pendidikan 
bertujuan untuk mendorong 
Penguatan Pendidikan Karakter Anak, 
Meningkatkan kepedulian Keluarga 
terhadap pendidikan Anak.
• Sasaran Pelibatan Keluarga
 - Satuan Pendidikan
 - Komite Sekolah
 - Keluarga
 - Masyarakat
• Bentuk Pelibatan Keluarga
 - Menghadiri pertemuan yang 
diselenggarakan oleh Satuan 
Pendidikan
 - Mengikuti kelas Orang Tua/Wali
 - Menjadi narasumber dalam 
kegiatan di Satuan Pendidikan.
 - Berperan aktif dalam kegiatan 
pentas kelas akhir tahun 
pembelajaran.
 - Berpartisipasi dalam kegiatan 
kokurikuler, ekstra kurikuler, 
dan kegiatan lain untuk 
pengembangan diri Anak.
 - Berperan aktif dalam kegiatan 
yang diselenggarakan oleh 
Komite Sekolah.
 - Menjadi anggota tim 
pencegahan kekerasan di 
Satuan Pendidikan.
 - Berperan aktif dalam 
kegiatan pencegahan 
pornografi, pornoaksi, dan 
penyalahgunaan narkoba, 
psikotropika, dan zat adiktif 
lainnya (NAPZA).
 - Memfasilitasi/atau berperan 
dalam kegiatan Penguatan  
Pendidikan Karakter Anak di 
Satuan Pendidikan.
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Capaian Perluasan dan 
Pembinaan Akses Layanan Program
Data Capaian Sasaran Pendidikan Keluarga









































Fasilitator Pendidikan Keluarga 
Tingkat Kab/kota
Artikel/Berita di laman 
sahabatkeluarga.go.id dan medsos 
(Twitter, Facebook, Youtube, 
Instagram)
Capaian
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• Bekerja sama dengan instansi lainnya untuk 
meningkatkan program pelibatan keluarga 
di antaranya dengan Kemendes, Kemenkes, 
Kemenag, Kemenkeu, BAN PAUD, BNSP, 
Unicef, IPB, UNJ, KPK, KPAI, BNN, dan 
instansi lainnya.
• Bekerja sama dengan lembaga atau mitra 
yang bergerak di bidang parenting di 
antaranya Keluarga Kita, Mindfull Parenting, 
School of Human, Yayasan Bhakti Asdira, 
Resourceful Parenting Indonesia, Yayasan 
Kita dan Buah Hati, Happy Holly Kids, Family 
Discovery, Kerlip, Fatayat NU, Aisyah, Sejiwa, 
Himpaudi, IGTKI, Dharma Wanita, Komunitas 
Rumah Pencerah, Ikatan Neurosains 
Terapan Indonesia, SATU Consulting, Essa 
Consulting, serta media cetak dan elektronik.
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Membangun Indonesia dari pinggiran, 
menunaikan amanat Nawa Cita
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Membangun Indonesia 
dari Pinggiran dengan 
Memperkuat Daerah-
Daerah dan Desa dalam 
Kerangka Negara Kesatuan
III
“Pada dasarnya anak bangsa memiliki hak yang sama. Karena itu, tidak boleh 
ada diskriminasi, hak eksklusif, kompetisi yang berlebihan untuk mendapatkan 
layanan pemerintah. Sekolah negeri itu memproduksi layanan publik. Cirinya 
harus non excludable, non rivarly, dan non discrimination”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
Semua sepakat bahwa semua anak dianugerahi potensi yang berbeda. Setiap anak memiliki kecenderungan 
dalam salah satu atau beberapa domain spesifik. Setiap anak memiliki hak untuk mengembangkan diri 
melalui peran institusi pendidikan yakni sekolah. Pada sekolah, masyarakat menyandarkan harapan 
perkembangan optimal dari potensi yang dimiliki anak. Sekolah menjadi tumpuan harapan masyarakat 
melalui penyediaan layanan pendidikan bagi seluruh anak tanpa memandang latar belakangnya. Pada 
kenyataannya, pendidikan sebagai bentuk layanan terhadap anak sering kali dirundung diskriminatif 
yang alih-alih mengembangkan potensi anak, justru menghambat. Beberapa perlakuan yang tergolong 
diskriminatif sejatinya berawal dari niat baik penyelenggara pendidikan untuk memberikan pelayanan 
yang efektif.
Pada kenyataannya, masih banyak anak bangsa yang tinggal di wilayah-wilayah perbatasan/wilayah 
pinggiran atau daerah terluar, terdepan dan tertinggal (3T) yang belum terjangkau akses pendidikan yang 
selayaknya. Banyak pula di antara mereka yang terkendala pendidikannya, termasuk anak-anak inklusi 
yang perlu mendapat perhatian serius. 
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan Inpres Nomor 9 Tahun 2017 tentang 
Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat guna mewujudkan 
masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang damai dan sejahtera dengan mempercepat 
peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan melalui:
1. Penerapan dan penguatan sekolah berpola asrama dan pengembangan pendidikan vokasi.
2. Pemberantasan tuna aksara dan penerapan pendidikan kurikulum kontekstual Papua.
3. Penyediaan tambahan kuota guru untuk pemenuhan kekurangan guru dan pemberdayaan Kolese 
Pendidikan Guru.
4. Peningkatan kualitas guru dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (pendidikan 
berbasis digital/e-learning).
5. Pemberian kesempatan yang lebih luas untuk menempuh jenjang pendidikan menengah dan tinggi 

























Bantuan Fisik Kemendikbud di daerah 3T 
dari tahun 2016 hingga 2019
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Pembangunan Bidang 
Pendidikan di Papua dan 
Papua Barat
Intervensi pemerintah dalam pengalokasian anggaran untuk daerah pinggiran 
cukup tinggi dan terus meningkat. Kenaikan anggaran difokuskan untuk 
pembangunan jalan, sekolah, dan fasilitas kesehatan di daerah terdepan, terluar 
dan tertinggal (3T). Di era pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, pembangunan 
kawasan pinggiran dipertegas dengan terbitnya Inpres Nomor 9 Tahun 2017 
Tentang Percepatan Pembangunan di Papua dan Papua Barat. 
Membangun Indonesia dari Pinggiran Dengan Memperkuat 
Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan
(Nawacita Poin Ketiga) 
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A. PROGRAM SEKOLAH BERASRAMA DI PAPUA DAN PAPUA BARAT
APK jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK di Papua dan Papua Barat terus 
mengalami peningkatan dari tahun 2014 hingga 2018
IPM Papua dan Papua Barat juga 
terus mengalami peningkatan 
dari tahun 2014 hingga 2018.
B. PROGRAM PENDIDIKAN VOKASI DI PAPUA DAN PAPUA BARAT TAHUN 2018 - 2019
 y Pendirian SMK Perikanan di Kabupaten Intan 
Jaya, Mamberamo Raya, Mamberamo Tengah. 
 y Pendirian SMK Penerbangan di Jayapura
 y Pendirian SMK Pertanian di Merauke, Biak, dan 
Manokwari Selatan
 y Serta peningkatan Sarana Prasarana SMK 
Pertanian, Pariwisata dan Perikanan di 
Manokwari, Raja Ampat, dan Sorong.
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Bantuan Penuntasan Tuna Aksara untuk Papua Barat
Selama 2018-2019 juga terbentuk 29 PKBM penyelenggara 
pendidikan keaksaraan yang tersebar di 29 kabupaten di Papua
D. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013 KONTEKSTUAL DI 
PAPUA DAN PAPUA BARAT 2018 – 2019 
C. PROGRAM PENUNTASAN BUTA AKSARA
 y Penyusunan dan penerapan kurikulum kontekstual Papua yang 
diakui sebagai standar pendidikan di wilayah Papua untuk SD, 
SMP, dan SMA/SMK yang menghasilkan 4 model untuk SD, 
SMP, dan SMA/ SMK.
 y Penerapan model kurikulum kontekstual untuk jenjang SD, SMP, 
dan SMA/SMK di 8  satuan pendidikan di Kabupaten Merauke.
 y Pendampingan penerapan kurikulum 2013 di 10 kabupaten, 
yaitu Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Waropen, Jayapura, 
Biak, Supiori, Merauke, Nabire, dan Fak-fak.
 y Penyusunan 3 buku sejarah Papua untuk mendukung 
pendidikan karakter di satuan pendidikan.
Terdapat 63 guru 
daerah khusus 





guru di Papua 
dan Papua Barat 
tentang K13
Tersalurkannya 
Bantuan 8 paket 
Peningkatan 
Kompetensi GTK 
PAUD di Papua 
dan Papua Barat
E. PROGRAM PENAMBAHAN KUOTA GURU 2018-2019 
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F. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN  BAHASA DI TANAH PAPUA
G. PROGRAM AFIRMASI PENDIDIKAN  MENENGAH (ADEM) UNTUK PAPUA DAN 
PAPUA  BARAT
Bahasa Melayu Tempata (bahasa Melayu Papua) telah dipergunakan dalam buku 
pelajaran kontekstual mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika untuk 
jenjang SD dan  sebagai bahasa pengantar proses belajar kelas awal di daerah 
pegunungan tengah Papua.
Pengelolaan Kekayaan 
Bahasa di Tanah Papua
384
Jumlah bahasa daerah di Papua dan 
Papua Barat, dengan rincian:
Papua: 290 bahasa
Papua Barat: 94 bahasa
Inovasi
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Mendikbud memastikan 
perlindungan bagi siswa di Papua
Trauma healing siswa korban 
konflik sosial di Wamena
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Kunjungan Mendikbud 
Ke Wamena dan Nduga: 
Pemulihan Aktifitas Pendidikan 
Pasca Konflik Sosial
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy beserta rombongan melakukan kunjungan 
kerja ke Kota Wamena dan Kabupaten Nduga. Dalam kunjungan tersebut rombongan meninjau beberapa sekolah 
terdampak kerusuhan. Untuk menjamin keberlangsungan proses belajar mengajar, Mendikbud berkomitmen untuk 
merehabilitasi sarana dan prasarana sekolah yang rusak pasca kerusuhan tersebut. Selain mengunjungi sekolah yang 
terkena dampak kerusuhan, Mendikbud juga berdialog dengan guru dan meyampaikan apresiasi kepada guru atas 
komitmen guru di Wamena dan Nduga terhadap pendidikan. Mendikbud juga menjenguk salah satu siswa korban 
kerusuhan, Frans Situbani, siswa SMP Negeri 1 Wamena di RSUD Wamena. Frans mengalami luka bakar saat kerusuhan 
terjadi di Wamena.
Rehabilitasi Jadi Prioritas 
Mengenai kondisi sekolah yang rusak, Mendikbud berkomitmen untuk merehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak 
akibat kerusuhan di Wamena dan Nduga untuk menjamin terselenggaranya proses belajar mengajar di sekolah. Di 
Kota Wamena, dari 50 satuan pendidikan yang ada, 23 di antaranya mengalami kerusakan. Selain akan merehabilitasi 
sekolah yang terkena dampak kerusuhan, Kemendikbud juga memberikan bantuan:
a. Bantuan Alat Permainan Edukasi/APE (2 Paket untuk 2 sekolah TK)
b. Bantuan berupa perlengkapan sekolah (school kit), masing-masing jenjang (SD, SMP, SMA, SMK) @20 buah.
“Saya minta kalau ada teman-temannya yang belum masuk sekolah harus diajak 
kembali, terutama dari luar yang masih mengungsi, yang belum tertampung supaya 
ditampung. Kemudian kalau ada anak dari Wamena yang sekarang keluar juga bersama 
orang tuanya supaya diajak, diminta balik ke Wamena”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Trauma Healing
Selain sarana dan prasarana pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bekerja sama 
dengan World Vision Indonesia (WVI), Kementerian Sosial, TNI, Polda, dan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada 
(UGM) akan melakukan konseling dan trauma healing bagi guru dan siswa korban konflik sosial. Kegiatan akan terus 
dilakukan hingga waktu yang dibutuhkan untuk pemulihan tercukupi.
Percepatan Pencairan Program Indonesia Pintar
Pada kunjungan kerja ke Papua kali ini, Mendikbud juga menginisiasi percepatan pencairan dana manfaat Program 
Indonesia Pintar (PIP) yang diberikan kepada 87 siswa SD, 423 siswa SMP, 20 siswa SMA dan 500 siswa SMK.  Sebagai 
program prioritas pemerintah, PIP membantu peserta didik yang berasal dari keluarga kurang mampu agar tidak 
putus sekolah hingga lulus di jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Dialog bersama guru
Mendikbud juga menemui guru se-kabupaten Jayawijaya. Dalam pertemuan itu, Mendikbud  menyampaikan terima 
kasih kepada guru-guru yang telah memulihkan kegiatan belajar mengajar sebab peran guru sangat vital dalam 
pembangunan bangsa.
“Para guru yang saya cintai, saya ucapkan terima kasih atas pengabdian dalam bidang 
pendidikan karena tanpa ada guru itu pendidikan tidak berjalan. Biar ada menteri tapi 
nggak ada guru, lumpuh itu pendidikan,” ujar Muhadjir di Gedung Ukumiarek Asso, 
Wamena, Jayawijaya, Papua pada 15 Oktober 2019
Hadirkan Digitalisasi Sekolah di Wamena, Papua 
Kemendikbud terus berupaya melakukan pemerataan pendidikan yang berkualitas di tanah air. Seiring dengan 
perkembangan teknologi, Kemendikbud menghadirkan program digitalisasi sekolah di Provinsi Papua. Program 
digitalisasi sekolah di Papua, di mulai di Kota Wamena, dengan memberikan bantuan program masing-masing jenjang 
(SD, SMP, SMA, SMK) @20 unit tablet, ditujukan untuk sekolah yang telah ditentukan sebelumnya oleh direktorat 
terkait.
Program Anak Sehat
Untuk menangani kesehatan dan gizi anak-anak Papua, Mendikbud memastikan Program Anak Sehat (Progas) yang 
telah diluncurkan tahun 2018 dan akan diperluas hingga seluruh daerah di Papua. Kemendikbud akan berkoordinasi 
dengan Kementerian Kesehatan untuk menjamin gizi dan vitamin anak Papua serta menggencarkan program sarapan 
sehat di sekolah.
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Meninjau aktivitas masyarakat di 
Kota Wamena pasca konflik sosial
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Menghadirkan Pendidikan 
Anak Usia Dini di setiap desa
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Satu Desa
Satu PAUD
Program Satu Desa Satu PAUD adalah  program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat 
melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar setiap desa di seluruh Indonesia 
memiliki minimal 1 lembaga PAUD. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 
2 Tahun 2018 tentang Penyediaan Akses Pendidikan Dasar untuk Anak Usia Dini.
“Mari kita semua mewujudkan PAUD Berkualitas Universal sebagai 
kunci keberhasilan masa depan anak Indonesia”. 
(Iriana Joko Widodo,  Ibu Negara Republik Indonesia)
Capaian
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Inovasi
58 Memorandum Akhir Jabatan Mendikbud 2016-2019
TIK dan Akses Internet 
Mendongkrak Mutu 
Pendidikan 3T
Akses transportasi darat di sebagian besar wilayah 
di bumi Papua masih sulit. Namun, pendidikan 
di Papua bolehlah berbangga dengan kehadiran 
Program Akses Internet USO (Universal Service 
Obligation), yang memberikan  akses internet di 
sekolah-sekolah di daerah terdepan, tertinggal, 
dan terluar (3T) di 122 kabupaten dan 24 provinsi 
di Indonesia.
Program Akses Internet USO merupakan 
kerjasama Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan melalui Pusat Teknologi Informasi 
dan Komunikasi (Pustekkom Kemendikbud) 
dengan Kementerian Komunikasi dan 
Informatika, melalui Balai Penyedia dan Pengelola 
Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika 
(BPPPTI). BPPPTI menyediakan layanan internet, 
sementara Pustekkom menyiapkan sekolah yang 
akan mendapatkan akses internet dan  pelatihan 
peningkatan kompetensi pemanfaatan TIK.
“Kemendikbud bertekad akan membangun pendidikan di sekolah daerah 3T melalui 
pemanfaatan media pembelajaran berbasis daring, pemberian perangkat TIK, dan 
memberikan pelatihan bagi guru yang mengajar di daerah tersebut.”. 
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan )
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Daerah 3T Penerima USO
60 Memorandum Akhir Jabatan Mendikbud 2016-2019
Capaian
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Digitalisasi sekolah, salah satu upaya 
dalam merespon revolusi industri 4.0
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Program Digitalisasi
Sekolah
• Digitalisasi sekolah merupakan terobosan baru di dunia pendidikan, yang 
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dalam berbagai aspek sistem 
pengajaran. Kelebihan sistem ini adalah mempermudah proses belajar-mengajar 
karena siswa akan mudah mengakses semua bahan ajar ataupun bahan ujian 
dalam satu jaringan. Bukan hanya untuk siswa, gurupun memperoleh banyak 
manfaat dari program digitalisasi sekolah karena menjadi semakin kreatif dan 
inovatif. Misalnya dalam hal pembuatan materi pembelajaran secara global, guru 
bisa membuat e-book yang berupa kombinasi teks, gambar, dan video. 
• Digitalisasi sekolah memberikan bantuan sarana pembelajaran TIK untuk sekolah 
dan tablet untuk siswa tersebut merujuk pada Juknis BOS tentang pemanfaatan 
BOS Afirmasi dan Kinerja tahun 2019, khususnya pada poin penyediaan alat 
pendukung akses rumah belajar khususnya pada daerah 3T.
• Progam digitalisasi sekolah baru dimulai pada tahun 2019 dan diluncurkan 
pertama kali di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau.
“Kita ingin menjadikan pulau terdepan jadi beranda 
Indonesia, bukan lagi sekadar halaman belakang”.
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
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4,350,089,000 
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Pemberantasan
Buta Aksara
Pemerintah Indonesia terus mengurangi jumlah buta aksara dan meningkatkan 
keberaksaraan masyarakat. Di antaranya adalah program pendidikan keaksaraan 
baik keaksaraan dasar maupun keaksaraan lanjutan. Program penuntasan buta 
aksara, antara lain berupa program pendidikan keaksaraan dasar terpadat dan 
kawasan suku adat terpencil/khusus dan keaksaraan lanjutan (Keaksaraan usaha 
mandiri dan multikeaksaraan)
“Meskipun jumlah buta aksara di negara kita sudah menurun, 
bukan berarti Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara 
ini sudah selesai. Tugas kita bersama untuk menuntaskan buta 
aksara dan membebaskan bangsa ini dari kebutaaksaraan harus 
terus kita lakukan”. 
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Inovasi
Capaian
Uraian 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Jumlah
- - 1000 2.500 2.100 2.100 7.700
150.940 150.525 39.850 36.200 36.160 80,190 493.865
91.620 -
- -
23.430 15.000 16.030 - 146.080







org 5.000 5.000 5.000 15.000
BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Suku
Terasing/Komunitas Adat Terpencil
BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar (Terpadat)
BOP Pendidikan Keaksaraan Dasar Papua
dan 3T
BOP Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri
BOP Keaksaraan Multikeaksaraan 
Bantuan Operasional Pendidikan Keaksaraan
PENUNTASAN BUTA AKSARA 
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Rumah Belajar:
“Belajar dengan Siapa 
Saja, Kapan Saja, dan 
di Mana Saja”
Belakangan ini di dunia medsos, khususnya 
Facebook dan Instagram, semakin banyak 
guru yang mengunggah aktivitas pembelajaran 
menggunakan Rumah Belajar. Yel-yel pun 
membahana, “Belajar dengan siapa saja, kapan 
saja, dan di mana saja.” Ya, itu memang slogan 
baru Rumah Belajar yang sudah semakin 
bergaung.
Laman Rumah Belajar (belajar.kemdikbud. 
go.id) berisi konten bahan belajar yang dapat 
dimanfaatkan oleh guru dan siswa dari jenjang 
PAUD, SD ,SMP,  hingga SMA/ SMK.  Ada  8 fitur, 
yakni Sumber Belajar, Buku Sekolah Elektronik, 
Bank Soal, Laboratorium Maya, Peta Budaya, 
Wahana Jelajah Angkasa, Pengembangan 
Keprofesian Berkelanjutan, dan Kelas Maya. 
Portal rumah belajar sangat membantu 
pendidikan di daerah 3T dalam pelaksanaan 
proses pembelajaran karena materi dalam rumah 
belajar dapat disimpan dalam alat penyimpan 
data sehingga meningkatkan minat belajar 
peserta didik, serta dapat menjadi bahan belajar 
alternatif di luar jam sekolah
“Seperti kita ketahui, banyak sekolah di daerah Terdepan, Terluar, 
dan Tertinggal (3T) sulit dijangkau secara langsung karena kondisi 
geografis. Dengan ketersediaan aplikasi pembelajaran berbasis internet, 
seperti Rumah Belajar, insya Allah mereka lebih cepat dapat mengikuti 
pembelajaran yang diperoleh oleh saudara-saudaranya yang bermukim 
di daerah perkotaan”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)




















Level 1 Level 2
2018 2019















Program Duta Rumah Belajar dipilih dari seluruh provinsi. Mereka 
menjadi perpanjangan tangan Pustekkom dalam melakukan 
pengembangan dan pendayagunaan teknologi, informasi, dan 
komunikasi (TIK) untuk pembelajaran di masing-masing provinsi.
Program Pembelajaran  Berbasis Teknologi Informasi dan 
Komunikasi (PembaTIK) diluncurkan pada tahun 2017. Tujuannya 
untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru di bidang TIK. 
https://belajar.kemdikbud.go.id/
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Mewujudkan 
keterampilan lulusan 
SMK yang berkualitas 
dan siap kerja
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Meningkatkan 
Produktivitas Rakyat 
dan Daya Saing di Pasar 
Internasional
IV
Revitalisasi pendidikan vokasi sebagai salah satu upaya yang ditempuh oleh Pemerintah untuk 
meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing bangsa. Melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 
Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia, 
mengamanatkan Kemendikbud untuk melakukan penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum, inovasi 
pembelajaran, pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, kemitraan 
sekolah dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan perguruan tinggi, standardisasi sarana dan 
prasarana utama serta penataan/ pengelolaan kelembagaan, dan pengembangan teaching factory 
dengan prioritas bidang kemaritiman, pariwisata, pertanian, dan industri kreatif. 
Muhadjir Effendy, selaku Mendikbud menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) antara 5 Menteri 
(Menteri Pendidikan dan Kebudayaan; Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; Menteri 
Perindustrian; Menteri Ketenagakerjaan; dan Menteri Badan Usaha Milik Negara) tentang Pengembangan 
Pendidikan Kejuruan dan Vokasi Berbasis Kompetensi yang Link and Match dengan Industri sebagai 
langkah Implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK .
Sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman tersebut, berbagai program terkait revitalisasi pendidikan 
vokasi dilaksanakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, berikut adalah program-program prioritas 
yang dimaksud.
“Supaya bonus demografi yang puncaknya ada kurang lebih tahun 2030 
bisa kita manfaatkan, dan kita bisa melakukan pembangunan sumber 
daya manusia secara besar-besaran. Kuncinya adalah langkah perbaikan, 
reformasi di pendidikan dan pelatihan vokasi yang dilakukan secara 
terpadu dan terintegrasi”.
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia) 




Pendidikan kejuruan dan keterampilan lebih diarahkan pada pembentukan 
kemampuan yang diperlukan di dunia kerja sesuai dengan jabatan yang ada di 
setiap kompetensi keahlian. Kemendikbud menggulirkan program Revitalisasi SMK 
sebagai upaya meningkatkan produktivitas, inovasi dan daya saing bangsa. Melalui 
Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam 
rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM Indonesia, mengamanatkan 
Kemendikbud melakukan penyelarasan kurikulum agar sesuai kebutuhan Dunia 
Usaha dan Dunia Industri, menjalin kerjasama dengan Kementerian/Lembaga dan 
menyesuaikan standar kompetensi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar 
kerja.
“Fokus dunia pendidikan saat ini adalah untuk memberikan 
keterampilan kerja bagi generasi muda. Hal ini dalam rangka 
menyambut bonus demografi dan persaingan antarnegara 
yang semakin ketat. Pendidikan dan pelatihan vokasi atau 
kejuruan akan semakin diperkuat seiring bergesernya strategi 
pembangunan dari pembangunan infrastruktur fisik, menjadi 
pembangunan manusia. Kita ingin pendidikan yang fokus 
pada keterampilan bekerja. Ini sangat penting”.
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)











































Terdapat enam isu strategis yang menjadi prioritas revitalisasi SMK:
Penyelarasan 
dan pemutakhiran kurikulum
Kemitraan sekolah dengan 
Dunia Usaha dan Dunia Industri




sarana dan prasarana 
utama
Pemenuhan dan peningkatan 














Dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi 
Sekolah Menengah Kejuruan dalam   Rangka   Peningkatan   Kualitas dan Daya 
Saing Sumber Daya Manusia Indonesia, Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus 
menggulirkan program revitalisasi pendidikan keterampilan/vokasi di satuan pendidikan 
khusus.
Hal ini semakin menguatkan program keterampilan pada SLB, mengingat prioritas 
utama bagi satuan pendidikan khusus adalah memberikan layanan pendidikan yang 
berorientasi pada program keterampilan/vokasi kepada peserta didik penyandang 
disabilitas yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena 
kelainan fisik, intelektual, mental, dan sensorik.
“Indonesia dengan penduduk terbesar ke-4 di dunia dengan struktur 
populasi yang relatif muda, berusaha untuk mendapatkan manfaat 
dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja yang terampil melalui 
pendidikan berkualitas“. 
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Capaian
Sekolah yang memiliki school 
development plan untuk Revitalisasi 
Pendidikan Vokasi/Keterampilan




Peningkatan Kompetensi Peserta Didik 
melalui pelatihan 
5
Sekolah yang mendapat pendampingan 
usaha 
6
Sekolah yang melakukan kerjasama 
dengan DUDI/SMK/LKP/BLK/Dinas 
Pariwisata/Dinas Perindustrian, dan 
Lembaga yang berkaitan dengan magang 
peserta didik/guru/
7
Dokumen Standar Kompetensi Kerja 
Khusus Bagi Penyandang Disabilitas 
8
Penyusunan KI-KD Mata Pelajaran 
Keterampilan Pilihan Jenjang SMPLB
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Inovasi Penguatan  20 jenis mata pelajaran keterampilan pilihan antara lain 
sebagai berikut.
1. Pariwisata (Tata Boga, Tata Busana, Tata kecantikan, Massage, 
dan Tata Graha
2. Mesin dan Teknologi (TIK, Perbengkelaan Sepeda Motor, 
Elektronika Alat Rumah Tangga)
3. Seni dan Budaya (Cetak Saring/Sablon, Teknik Penyiaran 
Radio, Desain Grafis, Fotografi, Seni Membatik, Seni Lukis, 
Seni Musik, Seni Tari, Cenderamatan (Souvenir)
4. Pertanian (Budidaya Perikanan, Budidaya Peternakan, dan 
Budidaya Tanaman)
Peningkatan kompetensi peserta didik dan pendampingan usaha 
Pengembangan kewirausahaan
Kerja sama dengan Kemenaker dan BNSP dalam Penyusunan 
Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Penyandang Disabilitas
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Unjuk Keterampilan
di Level Dunia
World Skill Competition (WSC) adalah kompetisi pendidikan menengah kejuruan terbesar tingkat internasional 
yang dilaksanakan setiap dua tahun sekali pada tahun ganjil. Kemendikbud di bawah pimpinan Muhadjir Effendy 
sudah melakukan upaya untuk meningkatkan daya saing bangsa serta menorehkan prestasi Internasional melalui 
pendampingan dan apresiasi kepada siswa yang berprestasi. 
“Lewat WSC ini, kita ingin menunjukkan bahwa talenta-talenta yang kita miliki bisa 
bersaing dengan negara-negara lain”. 
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
Capaian
Milestone Partisipasi Indonesia dalam WordSkills
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Expert (pelatih) di beberapa bidang keahlian lomba mengajak peserta untuk 
berlatih langsung di berbagai bidang industri untuk memberikan banyak 
pengalaman peserta sehingga mereka siap menghadapi kompetisi WSC. Seperti 
yang dilakukan oleh expert bidang Automobile Technology, para peserta WSC 
berlatih langsung di beberapa perusahaan, yaitu Nissan, Daihatsu, Toyota, BMW, 
dan Audi. 
Sebelum berkompetisi di WSC 2019, peserta Indonesia dibekali persiapan mental. 
Hal itu merupakan pengalaman dari WSC tahun-tahun sebelumnya bahwa 
peserta tidak hanya memerlukan persiapkan fisik dan keterampilan (skill), tetapi 
juga memerlukan persiapan mental. Oleh karena itu, pada WSC 2017, kontingen 
Indonesia didampingi oleh psikolog pada saat berkompetisi di Abu Dhabi.
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Bekali Kecakapan 
Kerja dan Wirausaha 
Melalui Kursus dan 
Pelatihan
Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) merupakan program layanan pendidikan melalui kursus 
dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja yang diberikan kepada peserta 
didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu yang sesuai dengan peluang kerja 
yang dibutuhkan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI). Sedangkan program Pendidikan Kecakapan 
Wirausaha (PKW) dimaksudkan untuk meningkatkan jumlah wirausahawan yang tergolong masih sedikit.
“Dengan meningkatnya kebutuhan SDM, maka pendidikan nonformal 
seperti kursus dan pelatihan mempunyai peranan yang sangat kuat”.
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Inovasi
Pengajuan bantuan 





Massive Open Online 
Course dan blended 
learning system.
Bahan ajar sebagian 
penyelenggara PKK 






digital marketing pada 
pembelajaran untuk 
mendukung industri 4.0 
sudah dilakukan
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Prestasi Siswa 
Indonesia
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan secara konsisten terus menjalankan amanah konstitusi 
untuk melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi 
kecerdasan atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, 
teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, 
dan internasional. 
Untuk kompetisi di dalam negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Ditjen 
Dikdasmen menyelenggarakan Olimpiade Sains Nasional (OSN), Olimpiade Olahraga Nasional 
(O2SN), Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI), Festival dan Lomba Seni Siswa Nasional 
(FLS2N), Lomba  Debat Bahasa Indonesia (LDBI), National Debating Championship (NSDC), 
Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia (FIKSI), dan Festival Literasi Sekolah (FLS).
“Saya melihat senyum dan optimisme dari wajah kalian semua. Saya 
yakin kamu semua akan siap memangku tanggung jawab memenuhi 
kewajiban sebagai putra bangsa terbaik. Yang membantu Indonesia 
menjadi negara maju. Sejajar dengan negara-negara besar lain di dunia”. 
(Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Capaian
Inovasi
Pengembangan Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia 
(FIKSI) dan Festival Literasi Sekolah (FLS). Kemendikbud terus 
melakukan berbagai macam kegiatan pembinaan peserta didik 
di semua lini bakat dan kecerdasan, dari tingkat sekolah, daerah, 
nasional, hingga internasional. 
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SEAMEO di Bawah 
Kepemimpinan 
Muhadjir Effendy
SEAMEO (Southeast Asian Ministers for Education Organization) adalah organisasi 
yang terdiri dari para menteri pendidikan di Asia Tenggara. Didirikan pada tanggal 30 
November 1965. 
Penetapan Mendikbud menjadi Presiden SEAMEO
Juli 2017 melalui SEAMEO Council Conference ke-49, di Hotel Mulia Senayan, 
Jakarta, pada 24-27 Juli 2017 menggantikan Menteri Pendidikan Thailand Teeraklat 
Jareonsettasin.
Target
Meningkatkan dan mengembangkan kapasitas guru dan sekolah di Asia Tenggara 
melalui program dan kegiatan yang dijalankan oleh lembaga spesialis SEAMEO
“Indonesia dan SEAMEO akan terus berupaya berkontribusi secara 
signifikan untuk kemajuan pendidikan, sains, dan kebudayaan di 
kawasan Asia Tenggara”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,  selaku 
Presiden SEAMEO tahun 2017-2019)
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Capaian
(Capaian Flagship, Program Berdasarkan 7 Prioritas Pada Masa Jabatan Mendikbud 
Council,  Tahun  2017-2019)
Prioritas Nama Program Kegiatan
Prioritas 1 Early Childhood Care and Education 1. International Seminar on Early Childhood Care 
Education and Parenting: Children’s Well-being and
Eective Parenting in the Digital Era. 
2. Survey of  Teachers in Pre-Primary Education (STEPP)
3. Regional Documentation on Innovative Financing 
Mechanism and Partnership for ECCE
4. Evaluating the Eectiveness of Parenting Programmes in
order to Support Children’s School Readiness
5. Workshop on ECCE and Parenting Models Selection and 
Learning Material Development
6. Service Training for Teachers and Parents of Children 
with Autism
7. National Teachers Training on Quality Learning 
Environment
8. Training on “Stories and Sciences Experiment to Develop 
Scientific Attitude for Children”
9. Partnership Programmes
Prioritas 2 Addressing Barriers to Inclusion 1. Program SEAMEO Regional Centre for Community 
Education Development (CED)
2. Program SEAMEO Regional Centres for Special Needs 
Education (SEN)
Prioritas 3 Resiliency in the Face of Emergencies Program Sekolah Aman di Indonesia
Prioritas 4 Promoting Technical and Vocational 
Education and Training (TVET)
1. Southeast Asia Creative Camp
2. Program SMART-BE SEAMEO  BIOTROP
3. Program SEAMEO TED
4. SEA-VET.net
Revitalising Teacher Education 1. Program SEAMEO RECSAM
2. Program SEAMEO RETRAC
3. Program QITEP in Language
4. Program QITEP in Mathematics
5. SEMAO QITEP in Science
Prioritas 5 Promoting Harmonisation ih Higher 
Education and Research
1. Program SEAMEO BIOTROP
2. Program SEAMEO RELC
3. Program SEAMEO RIHED
Prioritas 6 Adopting a 21st Century Curriculum 1. Pengembangan Rumah belajar.id: Open Educational 
Resourches (OER) Hub
2. SEAMOLEC Educational Resourches for Remote Area 
(SIERRA)
3. Program SEAMO CHAT
4. Program SEAMO RECSAM
Inovasi
Selama menjabat Presiden SEAMEO, Mendikbud menorehkan 
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Untuk meningkatkan kualitas layanan pendiidkan dan membentuk pembelajaran 
bermutu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan program untuk 
mengembangkan generasi unggul melalui akreditasi pendidikan formal dan non 
formal. Sistem akreditasi pendidikan formal dan nonformal kini terintegrasi dengan 
dapodik. Inovasi ini dapat meningkatkan jumlah satuan pendidikan yang diakreditasi 
serta meningkatkan kualitas pendidikan`di sekolah. Selain itu Kemendikbud juga telah 
menyempurnakan perangkat kurikulum, serta mengembangkan diversifikasi kurikulum 
nasional sesuai kebutuhan, potensi, dan keunggulan ekonomi, ilmu pengetahuan dan 
teknologi sosial dan seni budaya pada tiap daerah. Membentuk pembelajaran bermutu 
untuk mewujudkan revolusi karakter, tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah pusat, 
pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting untuk menyiapkan generasi 
unggul, cerdas, berkarakter berdaya saing, dan dijiwai oleh Pancasila, UUD 1945, NKRI 
dan Bhinneka Tunggal Ika. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah bersinergi untuk 
bersama – sama menyiapkan generasi emas 2045.
Mendikbud sebagai presiden 
SEAMEO







“Kita harus selalu ingat untuk terus aktif, nguri-uri kebudayaan Indonesia, 
kebudayaan nusantara dan sekaligus menguatkan dan mengembangkannya 
dalam menghadapi perkembangan zaman”.
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat. 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa kepemimpinan Muhadjir Effendy, menginisiasi 
terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan.
Acuan data utama dalam Pemajuan Kebudayaan adalah data kebudayaan dari berbagai sumber 
yang diintegrasikan dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu (SPKT). SPKT dibentuk oleh 
Muhadjir Effendy selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) periode 2016 – 2019, 
pengelolaannya dilakukan bersama dengan Kementerian atau Lembaga terkait sebagai perwujudan 
amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan 
Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan 
yang mengatur peran setiap pemangku kebijakan terkait Pemajuan Kebudayaan. 
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Arah Kebijakan Pemajuan Kebudayaan 
• Memberikan peran strategis bagi kebudayaan nasional dalam pembangunan nasional berkelanjutan
• Menunjang keseimbangan antara pembangunan infrastruktur keras (fisik) yang sedang gencar 
dibangun dan infrastruktur lunak dalam wujud karakter dan jati diri bangsa yang dikembangkan 
lewat jalan kebudayaan.
• Menggunakan kondisi faktual kebudayaan di daerah sebagai acuan landasan kebijakan Pemajuan 
Kebudayaan secara Nasional dan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) Kebudayaan.
• Mewujudkan pendanaan pemajuan kebudayaan berdasarkan pertimbangan investasi dan menjadi 
tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
• Menjamin kebebasan dan pelindungan atas ekspresi budaya dalam bingkai kebinekaan.
• Memelihara ekosistem objek pemajuan kebudayaan menggunakan hasil pembagian manfaat dari 
komersialisasi oleh industri.
• Menyediakan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi nyata dengan menyumbang pokok pikiran 
kebudayaan daerah melalui perwakilan ahli yang ditunjuk di masing-masing daerah, dan juga 
inventarisasi, pengamanan dan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan.
• Menumbuhkan dan meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan pemajuan kebudayaan. 
• Menerapkan Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu untuk pencatatan, pendokumentasian, 
penetapan, dan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan.
Implementasi Kebijakan Pemajuan Kebudayaan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan era Muhadjir 
Effendy dilakukan melalui berbagai program, khususnya program prioritas berikut:
• Pemajuan Kebudayaan
• Penguatan Pelaku Kebudayaan dan Komunitas Budaya
• Pelestarian Cagar Budaya
• Revitalisasi Museum
• Revitalisasi Desa Adat
• Warisan Budaya Takbenda
• Festival Film Indonesia
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Menyiapkan SDM 
Indonesia yang 
berbudaya dan siap 
menghadapi era 
Industri 4.0
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Pemajuan
Kebudayaan
Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan 
kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui  pelindungan, 
pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. 
“Kita ingin agar kebudayaan menjadi nafas dari kelangsungan 
hidup bangsa, menjadi darah kepribadian, menjadi mentalitas, 
dan nilai-nilai kebangsaan anak didik kita”.
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Capaian
Inovasi




Setelah keluarnya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan pada tahun 2017, 
muncul istilah sumber daya manusia kebudayaan. Mereka diharapkan mampu 
mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari 
secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, sebagai investasi 
untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa. 
Sumber daya manusia kebudayaan atau pelaku kebudayaan meliputi, antara 
lain komunitas tradisi, komunitas kepercayaan, komunitas sejarah, komunitas 
seni dan budaya, serta penemu cagar budaya.
“Pembangunan infrastruktur fisik adalah bagian penting dari 
pembangunan infrastruktur budaya. Infrastruktur itu yang 
akan semakin mempersatukan 714 suku di bumi Nusantara 
ini, yang memajukan kebudayaan dan kesenian di masyarakat, 
yang akan semakin meningkatkan rasa keadilan bagi seluruh 
rakyat”.
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
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Capaian
Inovasi
89Memorandum Akhir Jabatan Mendikbud 2016-2019
Pelestarian Cagar 
Budaya
Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar 
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan 
Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya 
karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, 
dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Revitalisasi Cagar Budaya adalah 
kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-
nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak 
bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.
“Saya mengajak kita semua untuk bergerak 
melestarikan cagar budaya”.
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
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Capaian
Inovasi
91Memorandum Akhir Jabatan Mendikbud 2016-2019
Revitalisasi
Desa Adat
Program Revitalisasi Desa Adat bertujuan untuk menghidupkan kembali aktivitas budaya masyarakat setempat, baik 
fisik maupun non-fisik, seperti membangun atau memperbaiki bangunan adat, kelengkapan adat, serta ritual adat.
“Upaya membangun dari pinggiran tidak hanya dilakukan dengan pembangunan 
infrastruktur fisik. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah 
melakukan upaya revitalisasi desa adat”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
Capaian
Inovasi
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Revitalisasi
Museum
Revitalisasi museum merupakan salah satu dari kegiatan Pelestarian Permuseuman. Selain revitalisasi, terdapat juga 
program standardisasi pranata, sertifikasi sumber daya manusia, inventarisasi, pengakuan, pemberdayaan, fasilitasi, 
dan penelitian.
Revitalisasi museum adalah upaya untuk meningkatkan kualitas museum dalam melayani masyarakat sesuai dengan 
fungsinya. Dengan demikian, masyarakat berminat mengunjungi museum.
“Museum yang mengedepankan interaksi kepada pengunjung sangat baik dan juga 
menjadi langkah nyata untuk menjaga mata rantai tradisi luhur yang ada di masyarakat”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
Capaian
Inovasi
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Museum dapat dijadikan 
sebagai sumber belajar
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Warisan Budaya 
Takbenda
Warisan Budaya Takbenda (WBTb) adalah berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan, serta 
instrumen-instrumen berupa objek, artefak, dan lingkungan budaya yang terkait. Dalam hal ini meliputi berbagai 
komunitas, kelompok, dan perorangan yang diakui sebagai bagian warisan budaya. Negara wajib mengambil 
langkah-langkah yang perlu untuk memastikan perlindungan Warisan Budaya Takbenda di dalam Indonesia, antara 
lain melalui kegiatan  identifikasi WBTb dengan mengikutsertakan berbagai komunitas, kelompok, maupun lembaga 
sosial masyarakat yang terkait.
“Warisan budaya Indonesia, khususnya Warisan Budaya Takbenda Indonesia terancam 
punah, antara lain disebabkan warisan budaya takbenda tersebut tidak dilindungi 
dengan baik. Oleh sebab itu, pelestarian dan pengelolaan warisan budaya perlu 
dilaksanakan dengan penanganan serius dari semua pihak yang terlibat”. 
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
Capaian
Inovasi
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Pekan Kebudayaan
Nasional
Pekan Kebudayaan Nasional merupakan wujud implementasi dari salah satu agenda 
strategi pemajuan kebudayaan yang telah disepakati dalam Kongres Kebudayaan 
Indonesia 2018, yaitu menyediakan ruang bagi keberagaman ekspresi budaya, serta 
mendorong interaksi budaya guna memperkuat kebudayaan yang inklusif.
Adapun aktivitas utama yang akan dilaksanakan meliputi: Kompetisi Daerah yang 
merupakan kompetisi seni khas dari setiap provinsi di Indonesia; Kompetisi Nasional 
kompetisi permainan tradisional yang dilaksanakan secara berjenjang, dari desa hingga 
ibukota; Konferensi Pemajuan Kebudayaan berupa ruang pencerahan publik berbasis 
objek pemajuan kebudayaan yang bertujuan untuk mempersiapkan perencanaan 
pembangunan berbasis kebudayaan; Ekshibisi Kebudayaan merupakan pameran objek 
pemajuan kebudayaan, purwarupa teknologi pemajuan kebudayaan, Pergelaran Karya 
Budaya Bangsa yaitu pertunjukan seni dan pawai dengan tema parade digdaya nusantara 
yang menggalang partisipasi dari pelaku budaya se-Indonesia. Semuanya dibalut dalam 
tema ruang bersama indonesia bahagia.
Dalam rangkaian 7-13 oktober 2019, masyarakat dapat melihat kebudayaan dalam 
bentuk kekinian, bahwa kebudayaan bukan hanya bicara tentang tradisi kuno, namun 
tentang kemajuan teknologi, pemajuan pengetahuan serta sumber inspirasi bagi anak-
anak muda untuk berkembang.
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Capaian
Inovasi
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Festival Film
Indonesia
Festival Film Indonesia (FFI) adalah program rutin Pusat Pengembangan Perfilman Kemendikbud sejak 2015 yang 
merupakan puncak penghargaan tertinggi perfilman Indonesia. Penghargaan diberikan kepada setiap insan terbaik 
sebagai cerminan kualitas film Indonesia dalam bentuk Piala Citra. Nominator film tentunya adalah film yang sudah 
dinyatakan lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF).
“Kemendikbud akan selalu memberikan dorongan kepada para pegiat film untuk 
berkarya, menghasilkan film-film bernilai tinggi yang layak ditonton. Dorongan tersebut 
diantaranya program peningkatan kompetensi insan perfilman, fasilitasi produksi, 
penayangan film, dan penyewaan hak tayang film“. 
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
Capaian
Inovasi
Setelah Pusbangfilm berdiri pada 2015, FFI diselenggarakan 
dengan melibatkan para pecinta film termasuk Badan 
Perfilman Indonesia, Sineas atau Pelaku Perfilman Indonesia, 
serta masyarakat Indonesia
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Selain pada aspek Kebudayaan, jati diri bangsa juga diperkuat melalui aspek Bahasa. 
Hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu 
Kebangsaan bahwa Bahasa Indonesia adalah jati diri bangsa, kebanggaan nasional, 
sarana pemersatu bangsa, serta komunikasi antardaerah. 
“Tiga sikap positif dalam berbahasa Indonesia, yaitu mencintai 
bahasa Indonesia, bangga berbahasa Indonesia, dan 
menggunakan bahasa Indonesia sesuai kaidah yang benar,”
-Muhadjir Effendy
Arah Kebijakan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
• Memperkuat Internasionalisasi Bahasa Indonesia dengan memberi kesempatan belajar Bahasa 
Indonesia bagi warga negara asing melalui pengajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). 
Pengajar BIPA dikirim ke sejumlah negara di ASEAN
• Mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa dan sastra daerah agar tetap memenuhi 
kedudukan dan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan perkembangan zaman 
dan agar tetap menjadi bagian dari kekayaan budaya Indonesia.
• Mewajibkan Warga Negara Asing (WNA) yang akan bekerja dan/atau mengikuti pendidikan di 
Indonesia atau akan menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) harus memiliki kemampuan berbahasa 
Indonesia sesuai dengan standar kemahiran berbahasa Indonesia yang dipersyaratkan. Jika belum, 
maka harus mengikuti atau diikutsertakan dalam pembelajaran.
• Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing (TKA) wajib memfasilitasi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk 
memperoleh pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia.
• Dalam rangka mengimplementasikan Arah Kebijakan tersebut, Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan di bawah pimpinan Muhadjir Effendy melaksanakan berbagai program di bidang Bahasa. 
Program-program yang menjadi prioritas akan dijelaskan pada bagian ini.
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Uji Kemahiran 
Berbahasa Indonesia
Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 
merupakan tes standar untuk mengetahui 
kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, 
baik penutur jati maupun penutur asing. Sebagai 
bangsa yang memiliki bahasa modern yang 
multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang 
besar, Indonesia memang harus memiliki sarana 
evaluasi mutu penggunaan Bahasa Indonesia. 
Tanpa menafikan peran wahana lain, UKBI 
memiliki fungsi amat strategis, tidak hanya untuk 
meningkatkan kualitas Bahasa Indonesia serta 
penggunaan dan pengajarannya di dalam dan 
luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap 
positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia 
terhadap bahasanya. 
UKBI juga diharapkan dapat berperan dalam 
internasionalisasi Bahasa Indonesia. Peran UKBI 
adalah dengan memberikan dorongan atas peta 
capaian kemahiran penutur bahasa Indonesia, 
khususnya bagi penutur asing. Peran UKBI 
tersebut juga sejalan dengan peran pembelajaran 
Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). 
Peningkatan status Bahasa Indonesia menjadi 
bahasa internasional diharapkan dapat 
memartabatkan Bahasa Indonesia dan memberi 
peluang kemajuan bagi Bangsa Indonesia.
“Kemampuan berbahasa menggambarkan keadaan alam 
pikiran, maka guru harus berbahasa yang runtut dan indah”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
Capaian
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Inovasi
Dua ibu sedang melakukan simulasi Uji Kemahiran Berbahasa 
Indonesia
101Memorandum Akhir Jabatan Mendikbud 2016-2019
Capaian
Inovasi
Bahasa Indonesia bagi 
Penutur Asing
Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) adalah salah satu program prioritas Badan Pengembangan 
Bahasa dan Perbukuan sebagai sarana diplomasi kebahasaan untuk meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi 
bahasa internasional. 
Visi program ini adalah terlaksananya pengajaran BIPA yang mampu meningkatkan citra  Indonesia yang positif di 
dunia internasional. Hal ini dilakukan dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa perhubungan luas 
pada tingkat antarbangsa.
“Saudara ini ibarat pasukan tempur bukan hanya mengajar Bahasa Indonesia saja. Anda 
membawa misi diplomasi budaya Indonesia, untuk pertahanan bangsa dari luar negeri, 
melalui diplomasi bahasa”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Pengembangan Istilah 
dan Kosakata
Pengembangan kosakata dan istilah merupakan kegiatan pengumpulan, pemilihan, 
validasi, dan penyuntingan kosakata bahasa daerah dan bahasa asing untuk 
memperkaya kosakata Bahasa Indonesia dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 
Setiap tahun, tema  inventarisasi kosakata ini berubah sesuai dengan profil daerah 
yang akan diambil datanya. 
Inventarisasi dilakukan dengan mengumpulkan usulan dari masyarakat melalui 
aplikasi KBBI Daring. Hasil inventarisasi ini merupakan bahan yang diproses oleh 
editor, redaktur, dan validator KBBI  yang mengadakan rapat redaksi setiap minggu 
untuk menentukan usulan mana yang akan diterima. Hasil penyuntingan oleh editor 
KBBI selanjutnya ditampilkan dalam pemutakhiran setiap bulan April dan Oktober.
“Total yang memanfaatkan daring dari KBBI ini adalah pekerja 
profesional dan non-profesional termasuk di dalamnya adalah 
wartawan yang turut memanfaatkan KBBI. Kita ucapkan 
terima kasih”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Capaian
Inovasi
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Pelindungan dan 
Pembinaan Bahasa dan 
Sastra Daerah
Untuk melindungi dan melestarikan bahasa daerah, Badan Pembinaan 
Bahasa dan Perbukuan memiliki dua program utama, yaitu konservasi dan 
revitalisasi bahasa. Untuk itu, peran Mitra Komunitas Pelindungan bahasa 
dan sastra sangat penting.
“Penyerapan bahasa itu tidak hanya secara alami, tetapi 
harus ada design, apalagi maaf kalau saya sebut wilayah di 
Indonesia Timur itu sangat banyak bahasa lokal, yang kalau 
tidak dirancang secara sungguh-sungguh agar ada proses 
saling menyerap, hal ini dikhawatirkan punah”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)




Bahasa Adang di NTT
Bahasa Tobati di Papua
Bahasa Benggalu di Sulawesi Barat
Bahasa Saleman di Maluku
Sastra Dolo dolo di NTT
Sastra Dideng di Jambi
Sastra Besangen di Kalbar
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Inovasi
Untuk mendukung program prioritas terkait kebudayaan dan bahasa, adapula 
program terkait lainnya, seperti: Pembinaan Bahasa Indonesia dan Penggunaan 
Bahasa Indonesia di Ruang Publik, Rumah Peradaban, Darmasiswa (Beasiswa 
untuk Mahasiswa Asing), dan Sensor Film.
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Membangun 
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Membangun Tata Kelola 
Pemerintahan yang Bersih, 
Efektif, Demokratis dan 
Terpercaya
VI
Zaman sudah berubah. Era konvensional perlahan ditinggalkan berganti era digital. Orang 
yang hanya diam dan berpangku tangan, akan terlibas oleh hempasan gelombang digital 
tersebut. Begitupun dunia pendidikan. Ia akan terus berjalan dan berganti warna meskipun 
esensi pendidikan tetaplah sama. Mengacu pendapat Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan 
merupakan suatu proses pembudayaan, yaitu usaha memberikan nilai-nilai luhur kepada 
generasi baru dalam masyarakat yang tidak bersifat pemeliharaan, tetapi bermaksud memajukan 
serta mengembangkan kebudayaan menuju ke arah keluhuran hidup kemanusiaan. 
Ketika kita memahami pelibatan publik, publik yang dimaksudkan bukan semata Lembaga 
Swadaya Masyarakat (LSM). Namun, publik bisa berarti kumpulan orang atau individu, masyarakat, 
tokoh panutan, dan lain sebagainya. Dalam kontek pemajuan pendidikan, Kemendikbud 
memandang perlu peran dari kelompok masyarakat tersebut sehingga memungkinkan 
terjadinya interaksi dari sumber lain untuk mendulang kekayaan ilmu dan keterampilan. 
Pelibatan publik juga diterjemahkan Kemendikbud melalui perbaikan sistem pelayanan di 
internal Kemendikbud. Dapat dilihat berbagai inovasi dan gerakan perubahan untuk pelayanan 
yang telah dilakukan Kemendikbud untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kemendikbud 
serta meningkatkan partisipasi publik.Program prioritas yang telah dilakukan Kemendikbud 
antara lain meningkatkan reformasi birokrasi melalui pembentukan zona integritas menuju 
wilayah bebas korupsi; Satu data pendidikan nasional melalui Dapodik; Acuan prioritas 
pembangunan pendidikan daerah melalui Neraca Pendidikan Daerah.
“Indonesia bisa menjadi negara maju jika memiliki birokrasi yang 
tangguh yang didukung tenaga birokrasi yang mau bekerja keras, berani 
berinovasi, serta mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa dan 
negara di atas kepentingan lain”.
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
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Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk:
a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program 
kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu 
keputusan publik;
b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan 
Badan Publik yang baik;
d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, 
akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidup orang banyak;
f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
g. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk 
menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.
Dalam Undang-Undang tersebut, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik 
sebagai berikut:
1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, seperti informasi yang berkaitan 
dengan Badan Publik, informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait, informasi 
mengenai laporan keuangan, dan sebagainya.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta yang dapat mengancam hajat hidup orang 
banyak dan ketertiban umum.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat seperti hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya, 
seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya, perjanjian Badan Publik dengan 
pihak ketiga, dan lain sebagainya.
4. Informasi yang dikecualikan seperti informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, dapat mengungkapkan 
kekayaan alam Indonesia, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan lain sebagainya.
Untuk melaksanakan UU RI No. 14 Tahun 2018, Kemendikbud menetapkan Permendikbud Nomor 79 
Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan atau Dapodik yang bertujuan untuk mewujudkan basis data 
tunggal sehingga dapat tercipta tata kelola data pendidikan yang terpadu dan menghasilkan data yang 
representatif untuk memenuhi kebutuhan Kemendikbud dan pemangku kepentingan lainnya; mendukung 
peningkatan efisiensi, efektif, dan sinergi kegiatan pengumpulan data pokok yang terintegrasi dalam satu 
sistem pendataan untuk digunakan oleh Kemendikbud dan seluruh pemangku kepentingan. Dapodik 
melingkupi empat entitas data pendidikan yang didata secara individual, relasional, dan longitudinal, 
yaitu: entitas data sekolah, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan proses pembelajaran. 
Pengelolaan dan tugas unit Kemendikbud ataupun pihak lain yang terlibat dalam Dapodik berikut ini.
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Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas 
dari Korupsi
Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan 
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut 
aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.  Tujuan reformasi birokrasi 
adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, 
bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar 
dan kode etik aparatur negara.
Adapun pelaksanaan program reformasi birokrasi pada unit kerja diwujudkan dalam upaya Pembangunan Zona 
Integritas. Zona Integritas (ZI) sendiri merupakan predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan 
dan jajarannya mempunyai komitmen mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal 
pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Zona Integritas (ZI) diterapkan untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan atau Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM).
Hakikat Pembangunan Zona Integritas:
• Merupakan miniatur implementasi reformasi birokrasi di Unit Kerja;
• Bertujuan untuk membangun program;
• Mewujudkan reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, 
berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas;
• Membangun percontohan pada tingkat unit kerja pada Instansi Pemerintah sebagai unit menuju Wilayah Bebas 
dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Usaha untuk melakukan pencegahan terhadap tindakan 
korupsi harus selalu kita budayakan. Berbagai cara telah kita 
lakukan, seperti melakukan reformasi birokrasi, terus melakukan 
perbaikan sistem, dan menata kelola agar dapat melayani 
dengan lebih baik, serta membangun zona-zona integritas”.
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Capaian
Inovasi
Quality Assurance oleh Itjen 
Kemendikbud dilaksanakan untuk 
menyiapkan usulan Satuan Kerja ZI 
WBK yang lebih baik.
Itjen Kemendikbud menargetkan 
tahun 2024 bahwa semua satker 
lulus 100 % WBK dan 50% lulus 
WBBM.
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Dapodik Sistem Data 
untuk Membangun 
Pendidikan Nasional
Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah sebuah sistem pendataan pendidikan skala nasional yang terpadu, akurat, 
terpercaya, dan terkini. Dapodik merupakan konsep pengelolaan data pendidikan yang bersifat relasional dan 
longitudinal untuk menjaga arah program pembangunan pendidikan, mempermudah penyusunan perencanaan, 
dan melakukan monitoring, serta evaluasi pembangunan pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan 
yang merata dan tepat sasaran.
“Kami akan membuat Pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola 
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya dengan membuka akses 
informasi publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan 
publik dan pengelolaan badan publik”. 
(Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia)
Capaian
Dapodik saat ini sudah bisa diakses secara daring melalui laman http://
dapodik.data.kemdikbud.go.id/ dan turunannya berupa spasial, seperti laman 
sekolah, jendela, zonasi, dan lain-lain.
Inovasi
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Neraca Pendidikan Daerah 
(NPD), Acuan Prioritas 
Pembangunan Pendidikan 
di Daerah
Neraca Pendidikan Daerah atau NPD merupakan terobosan yang dilakukan 
Kemendikbud sejak tahun 2015. NPD berisi informasi tentang anggaran 
pendidikan, satuan pendidikan, kualifikasi dan sertifikasi guru, keadaan siswa, 
angka partisipasi murni (APM), angka partisipasi kasar (APK), angka putus sekolah 
dan mengulang, indeks pembangunan manusia (IPM), hasil Ujian Nasional (UN) 
dan indeks integritas Ujian Nasional (IIUN), akreditasi, data budaya dan bahasa 
daerah.
NPD menjadi salah satu Rencana Aksi Nasional Open Government Idonesia 
(OGI) 2019-2020. NPD diharapkan menjadi salah satu referensi dalam menyusun 
perencanaan pembangunan bidang pendidikan baik di Pusat maupun di Daerah. 
“NPD dirancang untuk menggambarkan kondisi dan capaian 
pendidikan baik di provinsi, kabupaten, maupun kota. Saya 
berharap, NPD ini dapat dijadikan referensi untuk menyusun 
dan implementasi kebijakan yang berbasis data. Saya meyakini 
bahwa apabila hal tersebut dilakukan maka perbaikan dan 
peningkatan mutu pendidikan baik di seluruh provinsi, 
kabupaten, maupun kota bukanlah suatu yang sulit dan mustahil 
untuk dilakukan”. 
(Muhadjir Effendy, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan)
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Capaian
Inovasi
Tampilan NPD mengalami perubahan dari tahun ke 
tahun menyesuaikan dengan perkembangan data 
Tampilan NPD mengalami perubahan dari tahun ke 
tahun me yesuaikan dengan perkemba ga  data 
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Dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan 
terpecaya Kemendikbud juga telah melakukan pembenahan birokrasi internal. Hal ini 
dilakukan demi tercapainya visi, misi, dan tujuan Kemendikbud yang efektif, efisien, 
dan tepat sasaran. Hal ini dipertegas dengan lahirnya Peraturan Presiden Nomor 81 
Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara, dan Reformasi Birokrasi nomor 11 tahun 2015 tentang 
Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. 
Dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2015 
tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, peta jalan reformasi birokrasi 
Kemendikbud juga telah dilakukan penyesuaian/perubahan yang mengacu pada Perpres 
tersebut.  Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di Kemendikbud juga dilaksanakan 
berdasarkan sistem merit. Dalam sistem merit, setiap jabatan harus memiliki standar 
kompetensi. Permendikbud Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kemendikbud 
menjadi dasar pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, serta penataan jabatan 
berbasis kompetensi.
*****
Dalam bagian penutup ini, saya menyampaikan beberapa pokok pikiran berupa sejumlah rekomendasi di bidang 
pendidikan dan kebudayaan yang dapat menjadi pertimbangan untuk ditingkatkan dan segera dituntaskan oleh Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya. Adapun rekomendasi tersebut adalah sebagai berikut:
A. PEMENUHAN KEBUTUHAN GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (GTK),MEWUJUDKAN PEMBELAJARAN ABAD 21 
1. Penguatan integrasi vertikal dengan Kemenristekdikti dalam menyiapkan GTK yang kompeten, siap mengajar, dan 
menjadi pembelajar sepanjang hayat sehingga memiliki kompetensi profesional abad 21 yang memadai sebagai 
pendidik dan tenaga kependidikan.
2. Pengembangan dan pemberdayaan Komunitas Belajar Guru di daerah melalui berbagai moda terutama melalui 
teknologi pembelajaran digital, serta pengembangan indikator penilaian kinerja guru yang didasarkan pada daftar 
hadir guru dan prestasi hasil belajar peserta didik. Kriteria penilaian kinerja guru disesuaikan dengan kondisi setiap 
daerah.
3. Redistribusi GTK dilakukan berdasarkan sistem zonasi pendidikan dengan mempertimbangkan kondisi geografis 
setiap daerah.
4. Pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja 
(PPPK) untuk guru secara periodik setiap tahun sesuai dengan peta kebutuhan guru di sekolah dan daerah, serta 
pengangkatan guru sesuai dengan kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik yang dipersyaratkan dalam Undang-
undangRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Sertifikat Profesi Guru perlu dievaluasi secara berkala, dilakukan pemeringkatan tunjangan sesuai kualitas, dan 
diusulkan agar berlaku selama 5 tahun, serta pemberian tunjangan profesi guru berbasis kinerja yang dihitung 
berdasarkan jumlah jam mengajar dengan baseline 24 jam perminggu.
6. Perlu diperkuat multi grade teaching (pembelajaran kelas rangkap) sebagai upaya menjawab permasalahan tidak 
meratanya distribusi guru, terutama di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
7. Perlu didorong jenjang karir guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang profesional dan sistematis serta 
penguatan KKG, MGMP, KKKS, MKKS, KKPS, dan MKPS dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan kebudayaan. 
B. PEMAJUAN BUDAYA DAN BAHASA INDONESIA, MEMPERKUAT JATI DIRI BANGSA
1. Konsolidasi program pembangunan di bidang kebudayaan lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 
sebagai regulator dan fasilitator.
2. Perlu diperkuat upaya pelindungan, pemanfaatan, pengembangan, dan pembinaan terhadap 10 objek Pemajuan 
Kebudayaan melalui dukungan program Seniman Masuk Sekolah, Belajar Bersama Maestro, Pekan Kebudayaan 
Nasional, Indonesiana, dan sebagainya untuk merawat persatuan, toleransi, dan kebinekaan.
PENUTUP
3. Penguatan pelibatan publik dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan melalui Dewan Kesenian, Dewan 
Kebudayaan, Majelis Adat, Komunitas, dan masyarakat lainnya dengan memanfaatkan ruang-ruang publik.
4. Pemerintah dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota perlu menerbitkan regulasi turunan dari UU RI Nomor 11 
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan UU RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan berupa 
Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah yang dapat dioperasionalkan 
5 tahun ke depan, dengan ruang lingkup:
a. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang kebudayaan melalui pendidikan dan pelatihan, serta 
pemerataan persebaran kompetensi dan keahlian.
b. Menyusun kebijakan tentang skema pembiayaan Pemajuan Kebudayaan dengan mengalokasikan minimal 
2,5% anggaran khusus dari APBN/APBD atau Bantuan Operasional Kebudayaan (BOK).
c. Menetapkan Standar Biaya Masukan Lainnya (SBML) untuk berbagai profesi di bidang Kebudayaan.
5. Perlu segera dibentuk lembaga pengelola dana abadi kebudayaan yang dapat mendukung berbagai kegiatan 
pemajuan kebudayaan di setiap daerah.
6. Pendampingan kepada pemerintah daerah yang belum menyelesaikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) 
sebagai data inventarisasi Obyek Pemajuan Kebudayaan.
7. Dukungan pengembangan industri film karya anak bangsa dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya dan 
agenda pembangunan karakter bangsa.
8. Perlu mendorong setiap daerah dalam menetapkan regulasi tentang pelestarian bahasa daerah dan pengutamaan 
bahasa negara (bahasa Indonesia), serta mengembangkan model pelestarian bahasa daerah yang dapat 
diimplementasikan baik melalui jalur sekolah (muatan lokal) maupun nonsekolah (berbasis komunitas).
C. PENINGKATAN AKSES PENDIDIKAN BERKEADILAN, BERKUALITAS, INKLUSIF, DAN BERKESETARAAN
1. Perlu penajaman penerima manfaat Kartu Indonesia Pintar (KIP) dengan melihat aspek tepat sasaran, tepat waktu 
pendistribusian dan pencairan, dan tepat guna melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga untuk memastikan 
setiap anak sekolah menuju Wajib Belajar 12 tahun.
2. Perlu segera dibuat Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Wajib Belajar 12 Tahun.
3. Diperlukan penajaman pemahaman tentang tata kelola pendidikan berbasis zonasi antara Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah, dan masyarakat.
4. Diperlukan kesepakatan bersama antara Kemendikbud, Kemenag, dan Kemdagri dalam hal tata kelola pendidikan 
berbasis zonasi dan pengintegrasian data kependudukan melalui NIK dengan data siswa melalui NISN dalam 
rangka optimalisasi sistem zonasi.
5. Sejalan dengan tujuan pemerataan kualitas pendidikan melalui zonasi, maka pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah perlu melakukan:
a. Pemetaan dan redistribusi guru yang berkompeten dan berkualitas agar dapat merata dalam setiap zona;
b. Peningkatan kualitas guru di seluruh daerah di setiap zona;
c. Pemenuhan dan perbaikan sarana dan prasarana sekolah; dan
d. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh Pemerintah 
Daerah.
6. Dukungan percepatan pembangunan bidang pendidikan di Papua dan Papua Barat yaitu penerapan dan 
penguatan sekolah berpola asrama, pengembangan pendidikan vokasi, pemberantasan tuna aksara, penerapan 
kurikulum kontekstual, penyediaan tambahan kuota guru dan pemenuhan kekurangan guru, pemberdayaan 
Kolese Pendidikan Guru (KPG), peningkatan kualitas guru dan pemanfaatan e-learning serta pemberian 
kesempatan yang luas untuk menempuh pendidikan menengah dan tinggi.
7. Penyediaan dan distribusi buku bermutu, murah, dan merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah 3T 
dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam mendukung pemerataan buku di Taman Bacaan Masyarakat, 
perpustakaan desa dan sekolah, serta lembaga sejenis.
8. Pemerintah daerah didorong dalam pengalokasian anggaran pendidikan minimal 20% APBD (di luar anggaran 
transfer daerah) yang dapat dimanfaatkan guna peningkatan mutu pendidikan, program Satu Desa Satu PAUD, 
serta memberikan bantuan afirmasi bagi peserta didik yang tidak mampu.
D. PEMBELAJARAN BERMUTU DALAM MEWUJUDKAN REVOLUSI KARAKTER
1. Setiap sekolah melalui pemerintah daerah perlu diperkuat dalam mengembangkan kolaborasi tripusat 
pendidikan yaitu sekolah, orang tua dan masyarakat serta meningkatkan kerjasama dengan sumber-sumber 
belajar diluar sekolah dalam rangka mendukung implementasi Penguatan Pendidikan Karakter, Gerakan Literasi 
Nasional, pengembangan kurikulum, dan berbagai kebijakan lainnya di bidang pendidikan dan kebudayaan guna 
mewujudkan Generasi Emas 2045 yang cerdas, berkarakter, dan kompetitif.
2. Penguatan setiap sekolah melalui guru-guru untuk terus meningkatkan metode pembelajaran yang inovatif, 
kreatif dan menyenangkan, mengoptimalkan kekayaan muatan lokal, dan mendorong pembelajaran berbasis 
digital, karena mutu pembelajaran dan upaya menumbuhkan karakter dan kompetensi siswa sangat dipengaruhi 
oleh kreativitas guru dalam melaksanakan pembelajaran di sekolah.
3. Penguatan kemampuan enam literasi dasar di sekolah, keluarga, dan masyarakat, yaitu literasi bahasa, literasi 
numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, serta literasi budaya dan kewargaan melalui kebijakan 
gerakan literasi nasional. 
4. Pembinaan berkelanjutan ekosistem pendidikan (peserta didik, guru, kepala sekolah, pengawas sekolah) yang 
memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di berbagai kompetisi 
bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga pada tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan 
internasional.
5. Pendidikan keluarga perlu diperkuat sebagai pendidikan pertama dan utama bagi penumbuhan karakter anak, 
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2017 tentang 
Pelibatan Keluarga pada Penyelenggaraan Pendidikan.
6. Penguatan pemetaan capaian pendidikan secara nasional melalui Ujian Nasional Berbasis Komputer yang 
berintegritas dengan terus meningkatkan Higher Order Thinking Skills (HOTS) yang sejalan tuntutan keterampilan 
dalam pembelajaran abad 21, yakni berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif.
E. REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI, MENINGKATKAN DAYA SAING BANGSA
1. Penguatan dukungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mendukung terwujudnya enam 
isu strategis prioritas revitalisasi SMK yaitu penyelarasan dan pemutakhiran kurikulum, inovasi pembelajaran, 
pemenuhan dan peningkatan profesionalitas guru dan tenaga kependidikan, kemitraan sekolah dengan Dunia 
Usaha dan Dunia Industri (DUDI) dan perguruan tinggi, standarisasi sarana dan prasarana utama serta penataan/ 
pengelolaan kelembagaan.
2. Pemerintah provinsi perlu didorong menuntaskan Peta Jalan Revitalisasi Vokasi yang ditetapkan melalui Peraturan 
Gubernur, melakukan penataan kelembagaan SMK dan mengembangkan SMK unggulan sesuai potensi wilayah 
masing-masing, serta pembentukan tim revitalisasi pendidikan vokasi yang beranggotakan OPD terkait, DUDI, 
perguruan tinggi, dan organisasi profesi yang dikoordinasikan Bappeda Provinsi. 
3. Perlu dibuat payung hukum agar setiap DUDI dapat memberikan CSR kepada lembaga pendidikan (SMK,  SLB 
atau Lembaga kursus), pemberian insentif bagi DUDI yang membantu pengembangan pendidikan dan pelatihan 
vokasi, realisasi program usulan dari DUDI tentang pemanfaatan tenaga kerja pensiun dari DUDI sebagai 
instruktur SMK dan parent company, serta payung hukum yang lebih fleksibel bagi guru SMK/SLB untuk terus 
meningkatkan kompetensinya sesuai dengan perkembangan teknologi dan pasar kerja.
4. Perlu pemenuhan guru vokasi, peningkatan kompetensi guru vokasi, serta peningkatan kualitas dan kuantitas 
sarana prasarana SMK/SLB berupa peralatan praktik keterampilan. 
5. Penuntasan kekurangan lisensi untuk skema sesuai kompetensi keahlian pada 840 Lisensi Lembaga Sertifikasi 
Profesi Pihak Pertama (LSP-P1) SMK terlisensi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan penambahan 360 
LSP-P1 SMK terlisensi baru oleh BNSP, serta harmonisasi sistem sertifikasi BNSP dengan DUDI untuk pengakuan 
sertifikasi dan harmonisasi sistem sertifikasi antara SMK, SLB, Paket C Vokasi, serta lembaga kursus dan pelatihan. 
6. Penguatan program layanan pendidikan melalui kursus dan pelatihan, serta pengembangan wirausaha yang 
berkualitas dengan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja dan kemandirian sesuai dengan 
tantangan zaman.
7. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Khusus bagi Penyandang Disabilitas dalam rangka mengidentifikasi jenis 
keterampilan yang dibutuhkan, serta pemenuhan alokasi tenaga kerja disabilitas sebanyak 2% pada instansi 
pemerintahan dan 1% pada perusahaan swasta sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas.
F. MENDORONG REFORMASI TATA KELOLA PENDIDIKAN MELALUI PELIBATAN PUBLIK
1. Pengembangan implementasi reformasi birokrasi internal dan zona integritas dalam rangka mewujudkan 
pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan meningkatkan kualitas 
pelayanan publik kepada masyarakat, serta penguatan kerja sama berupa pengawasan oleh masyarakat terhadap 
dana pendidikan yang diterima oleh setiap satuan pendidikan.
2. Penguatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya perluasan pemanfaatan 
Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai platform informasi potret kinerja pendidikan di seluruh Provinsi/
Kabupaten/Kota yang diharapkan dapat menjadi basis informasi dalam pengambilan kebijakan dan acuan dalam 
menentukan prioritas pembangunan pendidikan dan kebudayaan serta mendorong pemenuhan alokasi anggaran 
pendidikan minimal 20% dari APBD murni.
3. Penguatan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu melalui Unit Layanan Terpadu (ULT) dengan 
memperkuat alur koordinasi yang solid antar satuan kerja sehingga masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, 
memberikan saran, konsultasi secara daring, dan memperoleh kepastian informasi yang baik dan profesional.
4. Penguatan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) melalui usulan terbitnya Permendikbud tentang Penilaian 
Kompetensi Pegawai dan pengembangan karir dengan sistem merit yaitu kebijakan dan manajemen aparatur 
sipil negara berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan 
faktor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan.
5. Perlu didorong sistem pendataan pendidikan dan kebudayaan berskala nasional dengan mengembangkan data 
pokok pendidikan dan data pokok kebudayaan yang terpadu, akurat, terpercaya, dan terkini melalui kolaborasi, 
koordinasi dan integrasi data dengan Kementerian/Lembaga terkait.
6. Pengembangan Public Private Partnership untuk memperluas akses dan kualitas pendidikan yang diharapkan 
dapat memperbaiki kualitas pendidikan dan mengetahui keterampilan yang dibutuhkan oleh dunia usaha.
Terakhir, saya menyampaikan permohonan maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan selama kepemimpinan 
saya tahun 2016-2019. Saya berharap, buku ini menjadi refleksi bagi kita semua untuk terus berkontribusi dalam 





Pak Muhadjir adalah seorang pendidik yang memiliki kekuatan filosofi 
pendidikan yang amat luas karena beliau adalah aktivis Muhammadiyah yang 
mengembangkan pendidikan berdasarkan dasar-dasar agama yang kuat dan 
modern. Filsafat pendidikan ini didasari oleh kekuatan agama yang dimilikinya. 
Kekuatan spiritual ini telah dimilikinya semenjak beliau sebagai mahasiswa. 
Memiliki wawasan internasional tentang pendidikan yang beliau peroleh dari 
Amerika Serikat (1993) dan Canada (1991). 
Sebagai seorang Menteri yang berangkat dengan pondasi penulisan ilmiah yang 
telah dipublikasikan secara luas membuat Pak Muhadjir sebagai orang yang 
mampu menulis dan mempertanggungjawabkan pokok-pokok pikirannya pada 
jurnal-jurnal ilmiah. Ini menunjukkan bahwa Pak Muhadjir adalah orang yang 
gemar berpikir dan yang lebih menarik beliau berpikiran luas sampai kepada 
analisa beliau tentang TNI (Kajian Hukum Keamanan Negara, Februari 2006).
Saya sebagai staf beliau di Komisi Nasional Indonesia untuk UNESCO (KNIU) 
merasakan cara-cara beliau mengelola Kemendikbud yang membuat staf beliau 
mandiri dan patuh kepada peraturan profesi yang dimiliki oleh stafnya serta 
kreatif memajukan pendidikan dan kebudayaan. Kita semua, bangsa dan negara 
beruntung memiliki putra bangsa seperti Bapak Prof. Dr. H. Muhadjir Effendy. 
Terakhir, saya berharap pendidikan Indonesia ke depannya bisa memenuhi 
amanat tujuan pendidikan sesuai Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan 
Nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab.
Kami mengucapkan terima kasih atas 
bantuan seluruh pihak, para pimpinan 
unit-unit utama, staf ahli dan staf 
khusus Mendikbud, seluruh kontributor 
di lingkungan Kemendikbud, dan para 
pegiat pendidikan dan kebudayaan 
yang telah bekerja sama dan 
membantu dalam penyelesaian buku 
ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang 
Maha Esa membalas segala kebaikan 
Bapak/Ibu semua. Aamiin. 
Terima kasih.
Ucapanterima kasih
